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Tentang Korupsi

Dengan melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri / orang lain/ suatu badan
yang secara langsung/ tidak langsung merugikan
keuvangan negara / perekonomian negara yang
diketahui atau patut diketahui atau patut disangka

-olehnya bahwa perbuatan tersebut merngikan

keuangan negara.

Melawan hukum telah memproses dan
membayar klaim PT. Bank Bali atas kewajiban-
kewajiban Bank Debitur BDNI berdasarkan
program Penjamman pemermtah sedangkan
diketahui bahwa hal it tidak sesuai, setidak-
tidaknya bertentangan dengan ketentuan program
penjaminan pemerintah telah memperkaya Rudy
Ramli PT. Bank Bali, Djoko S. Tjandra PT. Era
Giat Prima sehingga meragikan keuangan negara
sebesar Rp. 904.642.428.369-,

PERTIMBANGAN HUKUM MA :

—  DBahwa dari fakta-fakta yang terbukti. dipersidangan, tindakan terdakwa selaku
Gubernur Bank Indonesia adalah dalam rangka melaksanakan tugas selaku kasir
negara atau kasir dan pemerintah atau selaku pelaksana tata usaha rekening
negara yang berkewajiban untuk membayar in casu uang BPPN dalam rangka
program penjaminan pemerintah, dan pembayaran tsh. dilakukan atas perintah
BPPN yang dalam hat ini adalah wakil ketua BPPN yaitu Pande Lubis, atau
dengan kata lain di dalam kasus pembayaran program penjaminan pemerintah
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oleh Bank Indonesia kepada BPPN; Gubernur Bank Indonesia tidak wewenang
apa-apa dan hanya selaku kasir negara atau kasir pemerintah.
—~  Jaksa penuntut Umum hanyalah bersifat mengulangi pembuktian, dimana telah
dibuktikan unsur bersama melakukan (medeplegen) tidak terbukti, sehingga unsur
* utamd yaitu kerjasama yang disadari (bewusiesamen werking) tidak terpenuhi,
sehingga putusan Judex Factie / PT. Jakarta adalah merupakan putusan yang
bebas murni. o v

AMAR PUTUSAN MA :

Menyatakan tidak dapat diterirna permohonan kasasi dan pemohon Kasasi
Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Pembuat Kaidah Hukum
tid.
“ Eko Nugroh, SH: - -

Yurisprudensi MahRgmah Agung RJ 423



< PUTUSAN:
" Nomor : 1900 K/Pid/2002

'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana daiam tingkat kasasi telah mengambﬂ putusan
sebagai berikut : : :

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca putusan Pengadilan Negert di Jakarta Pusat, tanggal 13 MARET
2002, No 1522/Pid.B/2000/PN.JKT.PST, dalam putusan mana Terdakwa :

Nama o : SYAHRIL SABIRIN

Tempat Lahir : Bukit Tinggi

Umur/tanggal lahir : 58 tahun /14 Oktober 1943

Jenis Kelamin ¢ Laki - Laki

Kewarganegaraan  : Indonesia

Tempat tinggal : JL Tkan Mas No. K-96 Cinero, Jakarta 16514
Agama : Islam

Pekerjaan ¢ Gubernur Bank Indonesia

Termohon Kasasi berada diluar tahanan;
Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena di dakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa SYAHRIL SABIRIN, selaku Gubernur Bank Indonesia
yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia masing-masing
Nomor : 39/M Tahun 1998 tanggal 11 Pebruari 1998 dan Nomor : 149/M Tahun 1999
tanggal 17 Mei 1999, secara bersama-sama dan bersekutu dengan Pande N Lubis,
Erman Munzir, Joko S Tjandra, Rudy Ramly, Tanri Abeng dan Setya Novanto, vang
perkaranya diajukan tersendiri atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri
antara bulan September 1998 sampai dengan bulan Juni 1999, atau setidak-tidaknya
pada waktu-waktu lain antara tahun 1998 sampai dengan tahun 1999, di Kantor
Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada
tempat lain dimana Pengadilan Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili
perkara tersebut, secara berturut-turut melakukan rangkaian perbuatan yang dipandang
schugai suatu perbuatan berlanjut, setidak-tidaknya sebagai perbuatan berdiri sendiri
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dengan-melawan’ hukum:melakukan- perbuatan memperkaya-diri: sendiri -atau- orang
lain atau ‘suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa
perbuatan tersebut merngikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal
ini secara melawan hitkum telah .memproses dan membayar klaim PT. Bank Bali
atas kewajiban Bank Debitur BDNI berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah,
sedangkan diketahui bahwa hal. itu tidak. sesuai, setidak-tidaknya bertentangan
dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah, telah memperkaya Rudy Ramli
PT. Bank Bali, Joko S Tjandra PT. Era Giat Prima sehingga. merugikan keuangan
negara sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus. empat milyar:enam ratus
empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh
sembilan rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan atau merugikan
perekonomian negara, yang lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut 1

—  Bahwa sebagai .upaya untuk ‘mengatasi terjadinya krisis moneter dan
~mengembalikan secepatnya-kepercayaan masyarakat terhadap mata uvang
rupiah dan perbankan nasional, Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan
“untuk ‘menjarin pembayaran ‘bagi kewajiban Bank Umum kepada krediturnya
sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor :
26 Tahun 1998 tanggal 26 Januari: 1998 tentang : Jaminan Terhadap Kewajiban
Pembayaran Bank Umum dan Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Surat
. Keputusan Menten Keuanfrzm R.I. Nomor : 26 /KMK.017/1998 tanggal 23
* Januari 1998 tentang : Syarat dan Tata Cara ?elaksanaan Jaminan Pemerintah
Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Surat Keputusan Bersama
Direksi-Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor SRR tanggal 6 Maret
1998 tentang Petunjuk Pelaksandan Pembenan Jaminan Pemerintah' Terhadap
~Kewajiban - Pembayaran Bark umnm yang kemudian disempurnakan dengan
- ‘Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesm dan Ketua BPPN Nomor:
s tanggal 14 MCE '1999."

- Bahwa Terdakwa Sya}ml Sab:rm selaku Gubemur Bank Indonesia sefidak
' tldaknya sebagai Pejabat yang diberi ctoritas melaksanakan Program Penjaminan
Pemerintah, pada tanggal 24 September 1998 ketika memmpm Rapat Dewan
Direksi Bank Indonesia yang dihadiri. pula Pejabat BPPN antara lain Ade
Sumantri, Rony Maulana, Pandu Jayanto dan.Pejabat-Urusan Terkait dan
Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbinkan (UPPB) Bank Indonesia
dalam hal ini Dragono Lisan, Adnan Djuanda dimana dalam rapat tersebut,
terdakwa telah memberikan Klarifikasi tentang perlunya verifikasi oleh oleh
~Bank Indonesia terhadap klaim dalani rangka pelaksanaan Program Penjaminan
“Pemerintah sebagai berikut : “Dari klaim yang masuk akan-dilakukan verifikasi
oleh Bank Indonesia, selanjutnya bila klaim dapat diterima Bank Indonesia
akan memberitahukan BPPN untuk mendapatkan otorisasi- pembayaran”.

- Bahwa klarifikasi tersebut diberikan Terdakwa khususnya tentang verifikasi
klaim yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan adanya
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- persyaratan. dimana: Pemerintah - tidak: menjamin- untuk membayar kewajiban-

. kewajiban yang diperoleh berdasarkan transaksi perbankan yang: tidak sehat
--atau transaksi yang bertentangan dengan praktek-praktek perbankan yang sehat,

*dimana . yang berhak- atau dapat- memberikan penilaian terhadap transaksi- di

sesuai praktek perbankan yang sehat.atan tldak adalah Bank Indonesia, antara

~lain melalui. verifikasi.
. "Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank

* Indonesia setidak-tidaknya sebagai Pejabat yang diberi Otoritas malaksanakan

Program Pesnjaminan Pemerintah telah bersepakat untuk bekerjasama dengan
Pande N Lubis (Wakil Ketua BPPN), Tanri Abeng, (Menieri Negara BUMN),
Erman Munzir (Kepala Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan, Bank

~ Indonesia), Joko S Tjandra dan Setya Novanto (Direktur PT. Era Giat Prima),

dan Rudi Ramly (Direktur Utama PT. Bank Bali, Tbk), untuk memproses
pembayaran klaim PT. Bank Bali yang bertentangan dengan ketentoan Program
Penjaminan Pemerintah yang diatur dalam KEPPRES No. 26 Tahun 1998, Surat

- Keputusan Menteri Kevangan Nomor : 26/KMK.017/1998, Surat Kepulusan

-Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor: S¥EEDIR ranpoal 6
-Maret 1998 serta Surat keputusan Bersama: Direksi Bank Indonesia dan Ketua
-BPPN Nomor ;; l% tanggal 14 Mei 1999, :

"~ Bahwa rangkalan perbuatan yang mfatnya bertentangan dengan ketentuan

Program Penjaminan Pemerintah dalam memproses pembayaran k]aam PT.

' - Bank Bali dilakukan sebagai berikut :
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1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal dengan adanya permintaan
PT. Bank Bali kepada PT. BDNI untuk mendafiarkan melaporkan dan
mengajukan klaim atas kewajlbannya kepada PT. Bank Bali dalam rangka
pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah, karena PT. BDNI sebagai
Bank Debitur tidak sanggup lagi memenuhi kewajibannya, perinintaan
tersebut telah dilaksanakan oleh Tim Pemberesan PT. BDNI dengan
mendaftarkan transakm—transakm sebagzu kewayban PT BDNI kepada

- _Bank Indonesia sebagal berikut :

No [ * Tanggal’i" | ' Jawh U Nominal® Jerds Transaksi
Pengajuan Klaim' |~ Tempo ] - ' : aE
- S T T T
1. |2306-1998 | 12-03-1998 | Rp. 51.600.000.000,, | SWAP (netting)
2, | 23-06-1998 03-03-1998 | Rp. 48.060.000.000,- SWAP (netting)
3. [23-06-1998 . | 06-03-1998 | Rp.-66.139.139.271.458,- | Money Market
o) : o : (etting)
- 4,1 23-06-1998 16-03-1998 | Rp:. 64.754.250.000;- Morney Market
. ST . {Konversi. dari
SWAP)
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‘5. | 23:06-1908 7| 05-03-1998 | Rp. 461.500.000.000,- SWAP (netting)
| 6. 123-06:1998 | 12-06-1998 | Rp. 57:625.000.000,- SWAP
7. | 23-06-1998 24-03-1998 | Rp. 61.830.000.000,- SWAP (netting)
8. | 23061998 116-03-1998 { Rp. §2.356.250.000.- SWAP
9. |23-06-1998 | 12-03-1998 | Rp. 61.977.459.254,- Money Market
: ) R R o (Konversi dari
N BT SWAP)
10. | 20-07-1998 15-04-1998 | DEM 35.000 LiC

1 1 Bahwa setelah dilakukan venﬁkas: secara off szte {on the desk) oleh
“Tim Penjamman Bank Indonesia (dalam rangka penelitian persyaratan
" 'adminstrasi pen_]amman) ‘klaim PT. Bank Bali dinyatakan tidak dapat
diproses lebih lanjut karena’ tidak memenuhi persyaratan tentang
©~ pelaporan, pendaftaran‘dan pengajuan klaim yang diatur dalam Surat
Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia-dan Ketua BPPN Nomor
MPIREEDIR tanggal 6 Maret (1998, demikian pula dan klaim yang
diajukan terdapat diantaranya 6 -(enam) klaim yang tidak termasuk
jenis kewajiban yang dijamin, yang selengkapnya adalah sebagai

. “berikut :

a. Klaim atas kewa_uban transak31 SWAP sebesar Rp. 51.600.000.000,-

- Tidak dapat diproses/tidak memenuhi batas waktu pengajuan
kiaim {(Penjaminan butir IV.Lb);

b, Klaim atas kewajlban transak31 SWAP {netting) sebesar
Rp..48.060.000.000,-...

- Tidak dapat dxproses/kswa_]lban tidak didaftarkan dan tidak
.. memenuhi-batas waktu pengajuan klaim (butir IVLb);

~  Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajlban yang dijamin
- (putir IL.1.a.2.c);

-.c. i Klaim atas kewa}lban transaksx Money Market {konversi SWAP
netting) sebesar Rp. 66. 139.139.271.458,-

.~ Tidak dapat diproses/kewajiban tidak didaftarkan dan tidak
. memenuhi. batas .-waktu pengajuan klaim;

i Netung SWAP tidak termasuk jenis-kewajiban yang dijamin.

d. “Klaim atas kewajlban transaksx SWAP (nettmg) sebesar
" Rp. 64.754250.000, -

—  Tidak dapat dtproses pembayarannyaﬂ(ewa_]xban tidak didaf-
tarkan dan tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim;

_ " 'Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin.
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1.2.

" Klaim atas kewa_]:ban transaksi SWAP sebesar Rp.-461.500.000.000.-
<" Tidak dapat diproses pembayarannya/idak memenuhi batas

waktu pengajuan klaim

= Nemng SWAP tidak termasuk jems kewapban yang

- dijamin.
Klaim atas kewajiban transaksi SWAP sebesar Rp. 57.625 000 000,-
—  Tidak dapat diproses pembayarannya/ndak memenuhi batas
waktu pengajuan klaim .
Klaim atas kewajiban transaksi SWAP (nemng) sebesar
Rp. 61.830.000.000,-

- Tldak .dapat dlproses pembayarannyafndak memenuhi batas
- _waktu pengajuan klaim / kewapban batas waktu pengajuan
- klaim kewajiban tidak dldaftarkan

~. Netting SWAP tidak termasuk jenis kewapban yang

dijamin.
Klaim atas kewajnban transaksx SWAP sebesar

' Rp.82.356.250.000,-

— Tidak dapat diproses pembayarannya/kewajiban tidak
didaftarkan tidak memenuhl batas waktu pengajuan
klaim.

—" “ Netting SWAP t:dak termasuk jenis kewajiban yang
dijamin.

Klaim atas' kewajiban transaksi money market (konversi dan
SWAP netting) sebesar Rp. 61:977.459.254,-

t—  tidak dapat diproses pembayarannya/kewajiban tidak

didaftarkan, tidak memenuhi batas waktu pengajuan
klaim. -
Klaim atas kewajiban transaski L/C sebesar DEM 35.000.

—~ ' Tidak dapat diproses pembayarannya/tidak memenuhi batas
waktz pengajuan klaim.

Bahwa hasii vcriﬁkasi'seiehgkapr;ya beserta alasan-alasan penolakan
untuk memproses lebih tanjut klaim PT. Bank Bali tersebut telah
disampaikan dengan surat Bank Indonesia yang ditandatangani oleh
Dragono Lisan Deputi Kepala BPPN kepada Tim Pemberesan PT.
BDNI dengan tembusan kepada Ketua BPPN dan direksi PT. Bank

~ Bali masing-masing dengan

Surat Nomor : 31/632/UPPBIAdB tanggal 23 September 1998
perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali
Thk.
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..b. - Surat nomor ::31/635/UPPB/AdB tanggal 24 September 1998
“: . -.perthal Klaim-PT. BDNI atas kewa_glban kepada PT. Bank Bali
Tbk.

c.::! Surat nomor : 31/653IUPPB/AdB tangga] 28 September 1998
i-.-perihal Klaim PT. BDNI atas kewajlban kepada PT. Bank Bali
Thk.

“ds e Surat nonior 31/687/UPPBIAdB tanggal s Oktober 1998 perihal
+* klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk.

" e "Surat Nomor : 31/713/UPP tanggal 13 Oktober 1998 perihal
" Klaim P’I‘ BDNI atas kewaglban kepada PT. Bank Bali, Tbk.

‘f. ‘Nomor : 31/738/UPPB/AdP tanggal 16 Oktober 1998 perihal
Kliaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali, Tbk;

'g. : .Nomor: 31/775/UPPB/AdP tanggal 20 Oktober 1998 perihal
Klaim PT BDNI atas kewajlban kepada PT. Bank Bali, Tbk;

‘1.3, :Bahwa hasil verifikasi beserta alasan:penolakan terhadap klaim PT.
Bank Bali tersebut, telah. diketahui terdakwa berdasarkan laporan
-Subarjo Joyosumarto/Anggota Direksi Bidang Perbankan, yang pada

G tanggal 13 November 1998 telah meneruskan laporan Dragono Lisan

: ..tertanggal 11 November 1998 perihal : Perkembangan penanganan
_klaim atas kreditur PT, Bank Bali dan perkembangan penanganan
. klaim debitur PT. Bank Uppmdo sehmaga dengan demikian Terdakwa
' seharusnya tidak memproses lagi klaim yang dlajukan oleh PT.

.- Bank Bali tersebut, terlebih Iagi sebe]um itu ketika Terdakwa masih
~ menjabat sebagai anggota Direksi Bank Indonesia (d:angkat dengan

'KEPPRES No.352/M tanggal 20 Desember 1997), yang antara lain
melalui informasi ketika mengikuti Rapat- Rapat Dewan Direksi

" Bank Indonesia biilan Desember 1997, bulan Januari 1998 dan bulan

* 'Pebruiari 1998 telah mengetahui bahwa transaksi-transaksi SWAP dan
‘Money Market yang -dilakukan PT.:BDNI: dengan PT. Bank Bali
tersebut merupakan transaksi yang dilakukan’ secara bertentangan
dengan praktek-prakteX perbankan yang sehat; ‘antara lain dilakukan
~karena -untuk memenuhi kebutuhan valas, PT.. BDNI melakukan
transaksi menggunakan fasilitas: dana talangan (dana over draft) dan

. Bank Indonesia yang sebelumnya telah dilarang oleh Bank Indonesia,
Surat-surat tegoran Bank Indonesia-kepada Direksi PT. BDNI antara

-+ lain surat-Nomor : 30/1742/UPB2/AdB2 tanggal 11 November 1997,
- Catatan Risalah Rapat Direksi Bank.Indonesia dengan Direksi PT.
. :BDNI tanggal 9 Desember 1997 dan Surat Nomor 30/390/UPB2/AdB2
tanggal 31 Desember (1997, dan .dengan demikian: pula. Terdakwa
“telah. mengetahui bahwa klaim PT. Bank Bali- tersebut selain tidak

- memenuhi persyaratan administrasi penjaminan juga klaim tersebut
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~fidak termasuk jenis' kewajiban ‘yang- dapat dibayar dengan Program
" Penjaminan Pemerintah setidak-tidaknya tidak memenuthi persyaratan
untuk dibayar dengan Program Penjaminan Pemerintah.

- Bahwa Terdakwa walaupun telah mengetahui klaim PT. Bank Bali terhadap
‘kewajiban PT. BDNI tidak memenuhi persyaratan- untuk diproses dan

dibayar dengan Program Penjaminan Pemerintah, namun ketika memimpin

- Rapat. Dewan Direksi Bank Indonesia pada tanggal 5 Pebruari 1999, telah

memerintahkan petugas, UPPB Bank Indonesia untuk bersama-sama dengan
BPPN memanggil kembali PT. Bank Bali dan bank-bank kreditur lainnya
beserta bank debiturnya guna menyelesaikan klaim yang belum dibayar
berdasarkan hasil penelitian bukti-bukd dokumen transaks; yang ada di

'_bank kreditur dan bank deb:tur
2.5 Bahwa permtah Terdakwa sebagai lepman atau Gubernur Bank

Indonesia tersebut telah dilaksanakan oleh UPPB pada tanggal 8

Pebruari 1999, dengan diadakannya pertemuan antara Pejabat UPPB,

BPPN dan PT. Bank Bali untuk membahas klaim PT. Bank Bali yang
- belum dibayar bertempat diruang rapat UPPBE Bank: Indonesia.

" Pertemuan tersebut d;plmpm oleh Dragono Lisan/Deputi Kepala
UPPB dan dihaditi juga antara lain Edi Siswanto, Adnan Djuanda dan
UPPB, Hendro Santoso dan Indrawan Sumantri dan BPPN. Hendri

- Kurniawan dan Georgio Godong dan PT. Bank Bali, Tbk. Hasil
pertemuan kemudian dilaporkan oleh Erman Munzit/Kepala UPPB

" kepada Terdakwa/Gubernur Bank Indonesia dengan Surat Catatan
tertanggal 8 Pebruari 1999, peﬂhal Penyelesaxan tagihan PT. Bank

" Bali dalam rangka Program Penjamian yang pada pokoknya sebagai
‘berikut : T o
a. Pengajuan klaim BDNI (BBO) untuk kreditur PT. Bank Bali tidak

~ dapat diselesaikan melalui Program Penjaminan Pemerintah;
b. .. Sebagai alternatif akan diupayakan penyelesaian klaim di Program

Penjaminan dan akan ditindaklanjuti oleh Tim Pemberesan
.BONI/Tim Manajemen BPPN.

i Bahwa Terdakwa setelah menerima laporan dan mengetahui pembayaran
“klaim PT. Bank Bali tersebut tetap tidak dapat diproses pembayarannya
- dengan Program Penjaminan Pemerintah, namun pada tanggal 11 Pebruari

1999 terdakwa telah mengikuti pertemuan di Hotel Mulia Senayan, yang
diprakarsai Joko S Tjandra, yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan
pendekatan serta mempengaruhi Pejabat-Pejabat yang mempunyai otoritas
dalam’ memproses pembayaran klaim PT: Bank Bali dan Pejabat lain yang
dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan klaim PT. Bank Bali. Terdakwa

_-mengikuti pertemuan bersama-sama dengan Pande N Lubis, A.A. Baramuli,

Tanri Abeng, Joko S Tjandra, Setya Novanto, Firman Soetjahja dan Irvan
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-Gunardwi yang membahas tentang kerja: sama pelaksanaan pembayaran
- Xlaim PT. Bank Bali: Dalam pertemuan tersebut Terdakwa ikut menyepakati
-untuk bekerjasama mencairkan pembayaran klaim PT. Bank Bali dengan

- Program . Penjaminan Pemerintah, yang pelaksanaannya akan dilakukan
“oleh Bank Indonesia bersama dengan BPPN.

* 4. ‘Bahwa sebelum pertemuan Hotel Mulia'Senayanitanggal 11 Pebruari 1999

- dilakukan, karena klaim PT. Bank Bali selalu ditolak Bank Indonesia

dan BPPN, Rudy Ramli/Direktur Utama PT. Bank Bali dengan Joko §

Tjandra/Direktur PT. Era Giat. Prima telah mengadakan.suatu Perjanjian

- pengalihan (cessie tagihan) Nomor : 002/P-EGP/I-99:tanggal 11 Januari

1999 :yang isinya antaralain PT. Bank Bali-akan mengalihkan tagihannya

-sebesar Rp.:798.091..770.000,- terhadap PT.:BDNI.dan PT. BUN kepada

. PT..Era Giat-Prima,: ternyata Perjanjian Pengalihan (Cessie Tagihan)

.. . tersebut sebenarnya dibnat sebagai rekayasa dan:sarana untuk melakuokan

~kerja:sama dengan:secara melawan hukum mencairkan klaim PT. Bank
Bali yang sebelumnya ditolak, hal mana terlihat: ..

4.1. Setelah Surat Perjanjian Pengalihan/Cessie Taglhan dibuat tanggal 11
;7. Januari 1999, Setya Novanto sebagai Direktur :Utama PT. Era Giat
... Primatelah. membuat :dan menandatangani : Surat:Kuvasa Nomor :
- . 02/SK-EGFAII-99 tanggal 29 Maret 1999 yang isinya memberi knasa

: kembali kepada PT. Bank Bali untuk: menagih kepada PT. BDNI

- »schubungan -dengan :Surat . Perjanjian :Pengalihan : (Cessie Tagihan)

.. Nomor ‘002/F-EGP/I-99 sebesar Rp.11.277.543.706.583,-

14,2, Setelah PT. Bank Bali’memerima pémbayaran klaim sebesar
= Rpi904.642.428.369,- 'dari Bank Indonesia; pada tanggal 1 Juni 1999,
“*walaupun PT. Era Giat Prima“belim memenuhi kewajibannya untuk
“menyerahkan Surat-Surat Berharga kepada PT. Bank Bali namun atas
“rpermintaan-Joko S Tjandra, PT. :Bank Bali' atau-Rudy Ramli telah
" menyerahkan dana hasil pencairan klaim sebesar Rp. 546.466.466.369,-

- kepada Joko'S ‘Tjandra atau PT: Era Giat Prima. .-~
' 5. Bahwa menindaklanjuti kesepakatan untuk bekex]a samia dalam memproses
o 'pembayaran klaim PT. Bank Bali yang pe}aksanaannya akan dilakukan
oleh Bank Indonesia dan BPPN tersebut, kegiatan di Bank Indonesia akan
‘dilakukan-oleh Urusan Pengaturan’ dan Pengembangan Perbankan (UPPB)
" yang membawahi Tim Penjaminan dibawah koordinasi ‘Erman Munzir
- selaku Kepala UPPB. Dalam melakukan kegiatannya; Erman Munzir selaku
+-Kepala UPPB dan yang mengkoordinir kegiatan'proses klaim PT. Bank
© Bali sulalu melaporkan dan meminta petunjuk Terdakwa sebagai Pimpinan
Bank Indonesia bilimana dalam penanganannya memetlukan putusan yang
bersifat kebijaksanaan dan Pimpinan Bank Indonesia, sedangkan di BPPN
~ pelaksanaannya akan'dilakukan oléh Pandé N Lubaleakll Ketua BPPN

‘yang membidanigi Divisi Bank Liabilities,”
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Sesuai ‘dengan arahan Pande N:Lubis kepada: Firman Soetjahja
pada pertemuan tanggal 11 Pebruari 1999, Rudy Ramii dan Firman
Soetjahja telah menandatangani dan mengirim surat PT. Bank Bali
Nomor : 012/1L.C/02/99 tanggal 12 Pebruari 1999 kepada Pande N
Lubis yang pada pokoknya menguraikan tentang transaksi PT. Bank

- Bali dengan PT. BDNI serta memohon kepada BPPN.dan Bank

5.2
+ . tersebut telah dijadikan dasar oleh BPPN dan Bank Indonesia untuk

Indonesia dapat membantu menyelesaikan keseluruhan transaksi
tersebut secepatnya. :

Bahwa ternyata surat' PT. Bank Bali tertanggai :12 Pebruari 1999

- memproses: pembayaran klaim-PT. Bank Bali- walaupun hal itu
*: bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah yang

5.3,

54..
- (BPPN) Nomor : 5-100/PB/BPPN/ tanggal 18 Pebruari 1999 perihal
- transaksi PT. Bank Bali dengan Bank Beku Operasi (BBO), yang
- isinya antara lain meminta:Bank Indonesia mengadakan veritikasi untuk

diatur dalam Surat:Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan

-Ketua BPPN Nomor : Z0EEEDIR tanoeal 6 Maret 1998, yang antara
* lain menentukan bahwa klaim kewajiban diajukan oleh Bank Debitur

yang dalam hal ini seharusnya dilakukan oleh PT. BDNL

Bahwa Pande N Lubis setelah menerima surat PT. Bank Bali tersebut
telah menghubungi dan meminta Erman Munzir mengirim petugas
Bank Indonesia ke BPPN untuk melakukan pertemuan dalam rangka
membahas proses pembayaran klaim PT. Bank Bali, dan selanjutnya

" pada tanggal 16 Pebruari 1999 Pande N Lubis memimpin pertemuan

di:Kantor BPPN yang antara lain dihadici oleh Dragono Lisan, Edi
Siswanto, Adnan Djuanda dan Tim Penjaminan UPPB Bank Indonesia,

_Pande N Lubis, Hendro Santoso dan BPPN, Firman Soetjahja dan

Irvan Gunardwi dan PT, Bank Bali. Pertemuan tersebut dilanjutkan
lagi di. Kantor BPPN pada tanggatl 17 Pebruari. 1999 antara Pande N
Lubis (BPEN) dengan Pejabat UPPB Bank Indonesia antara lain Adnan

-Dijuanda. Pada akhir pertemuan Pande N Lubis. selaku pemimpin rapat

memberitahu akan menindaklanjuti surat PT. Bank Bali 012/CL/99
dengan mengirim surat kepada Erman Munzir agar dilakukan verifikasi
terhadap klaim PT. Bank Bali dalam rangka menilai kewajaran dan -
kebenaran transaksi-transaksi PT. Bank Bali dengan PT. BDNL

Bahwa Erman Munzir setelah menerima surat dan Pande N Lubis

.; menilai kewajaran dan kebenaran transaksi PT. Bank Bali dengan PT. :

BDNI dan PT. BUN, sebagai kerja sama untuk. memproses pembayaran

_ ' klaim PT. Bank Bali tersebut, Erman. Munzir. telah meminta kepada
.. Urusan . Pemeriksaan: Bank. melakukan pemeriksaan dalam rangka
-verifikasi terhadap PT..Bank Bali (Bank Kreditur) dan terhadap Bank

Debitur PT. BDNI, PT. BUN dan PT. Bank Tiara Asia, sedangkan
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... -seharusnya hal itu tidak dapat dilakukan karena sebelumnya ia (Erman

Munzir) telah mengetahui bahwa klaim PT. BDNI atas kewajibannya

__kepada PT. Bank Bali telah ditolak oleh UPPB Bank Indonesia dengan

. surat yang dltandatangam oleh Dragono Lisan selaku Deputi Kepala

_ __UPPB karena tidak memenuhi persyaratan Surat Keputusan Bersama
. Penjaminan.

.- 5.5.-Hasil verifikasi yang dl!akukan Urusan Pemeuksaan Bank-Bank
terhadap Bank Debitur PT. BDNI pada pokoknya menyatakan bahwa
. pemeriksaan atas transaksi-transaksi (SWAP, Money Market) yang
_dilakukan PY. BDNI dengan PT..Bank Bali untuk menilai kewajaran
.dan kebenarannya .tidak dapat .diselesaikan' setidak-tidaknya tidak
- -dapat. dilanjutkan karena.dokumen-dokumen: transaksi yang sah
. tidak lengkap dan - tidak dapat ditemukan lagi, dengan demikian
-~ seharusnya ‘Erman Munzir tidak lagi membuat dan .mengirim Surat
. .-.-Bank - Indonesia. Nomor. : 31/1658/UFPB/AJP tanggal 23 Maret 1999
..+ +-perilial pemeriksaan.terhadap PT.. BDNI.(BBO),. PT: BUN (BBO),
.« PT.. Bank Tiara (BTO) atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali yang
.., ditujukan kepada Pande N Lubis untuk menindakianjutinya, sebab
... fengan tidak selesainya verifikasi terhadap Bank Debitur (PT. BDNI)
.. berarti kewaijan PT. BDN.[ yang: akan d:jamm pembayarannya oleh
Pemerintah tersebut, belum dapat, d;pasnkan apakah transaksi-transaksi
tersebut telah dilakukan sesuai dengan prakiek perbankan yang sehat
R Sebagal persyaratan kewa_]lban dimaksud dapat dibayar dengan Program

- Penjaminan Pemerintah. . :

. 5.6. Pande N-Lubis setelah mererima sulat dan Erman Munzm/Kepala
.- UUPPB Bank Indonesia Nomor :31/1658/UPPB/AdP tanggal 23 Maret

- 1999 yang antara lain memberitahukan :bahwa. verifikasi terhadap

i PT.. BDNI ‘belum tuntas, namun sebagai-kerja sama memproses
kiaim PT. Bank Bali, ia (Pande N Lubis) langsung memerintahkan
bawahannya pada Staf Bank Liabilities untuk menyelesaikan klaim

_PT, Bank Bali tersebut, sedangkan sebenarnya hal itu tidak dapat
 dilakukan karena verifikasi klaim oleh Bank Indonesia belum tuntas
Demikian pula kenka Pande N Lubls menerima Memo Nomor : 008/

.. .BL.tanggal § April 1999 Staf Bank Liabilities yang ditandatangani
. Indra Samiko, Toto Budiarto dan FX Edgar Affandi tentang hasil
rekonsiliasi antara PT. BDNI dengan PT. Bank Bali dalam rangka
mencocokkan kebenaran Jumiah nilai tagihan yang diklaim PT. Bank

Bali, didalamnya 1 telah dasarankan kepada Pimpinan BPPN termasuk
_..Pande N Lubis, antara lain jika Klaim PT. Bank Bali akan dibayar,

. perlu dimintakan persetujuan Menteri Kcuangan karena klaim pernah

_ ditolak .oleh Bank Indonesia, demikianpun, dengan pembayaran

~ overdue interest kiaim sehamsnya ditolak karena tidak spesifik diatur
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* dalam'SKB- Pemamm&n namun saran ml tidak: disetujui Pande N
Lubis: : e n

5.7 Walaupun Pande N ILubis mengetahm bahwa verifikasi klaim PT.

" Bank Bali belum tuntas dan disarankan apabila akan membayar klaim

' PT. Bank Bali supaya dimintakan izin terlebih dahulu dan Menteri

Keuangan termasuk pembayaran overdue interest (bunga) klaim tidak

- dibayar;: namun Pande N Lubis tetap menylapkan dan memaraf Nota

-+ Dinas Ketua BPPN Nomor : ND-05/BPPN/0411999 tertanggal 21 April

* 1999 perihal klaim PT. Bank' Bali kepada PT. BDNI yang ditujukan

" kepada Menteri Keuangan. Dalam Nota Dinas dimintakan persetujuan

- “Menteri Kenangan untuk dilakukan pembayaran tagihan/kiaim PT.

“Bank Bali termasuk dengau bunganya. Nota Dinas dibawa sendiri

oleh Pande N Lubis kepada Menteri Keuangan dengan maksud akan

menjelaskan sendiri materi Nota Dinas Ketua BPPN tersebut kepada

" 7' Menteri Keunangan, namun ketika itu Bambang Subianto selaku Menteri

“+ Keuangan tidak menyetujui pembayaran klaim PT. Bank Bali karena
- tidak sesuai‘dengan ketentuan SKB -Penjaminan yang berlaku.

*Bahwa karena Menteri Kevangan menolak pembayaran klaim PT. Bank

Bali; maka dalam rangka bekerja sama’ untuk’ keberhasilan pembayaran

* klaim PT. Bank Bali tersebut, Joko S Tjandra'telah memprakarsai sejurnlah

pertemuan yang d1langsungkan di rumah Joko S Tjandra, A.A. Baramuli,
Tanri Abeng termasuk pertemuian yang dilakukan pada tanggal 26 Mei
1999 di Hotel Mulia Senayan antara Joko S Tjandra, Rudy Ramli, A.A.
Baramuli dan Tanri Abeng yang dihadiri pula oleh Marimutu Manimaren,
setelah melakukan pertemuan Joko S Tjandra bersama Rudy Ramli pergi
menemui Bambang Subianto/Menteri Keuangan di rumahnya dengan
diantar oleh Marimutu Manimaren. Dalam pertemuan dengan Bambang
Subianto tersebut, Joko 5 Tjandra menanyakan mengenai masalah tagihan
beberapa perusahaan dlbawah Group Mulia termasuk memblcarakan klaim

- PT.-Bank: Bali.:

* Bahwa' Terdakwa Syahrll Sabirin selakn Gubernur Bank Indonesia telah
“‘menerima laporan dari ‘Erman Munzir; Kepala UPPB Bank Indonesia
" tentang’ hasil verifikasi terhadap PT. BDNI yang belum tuntas dengan
' surat laporan tertanggal 26 Maret 1999 perihal'Laporan hasil verifikasi PT.
" Bank Bali dan pembahasan usul penyempurnaan Surat Keputusan Bersama °

Penjaminan dengan Bapak Pande N Lubis (Wakil Ketua BPPN), dimana

‘surat Bonk' Indonesia Nomor : 31/1658/UPPB/AdP tertanggal 23 Maret
11999t dllampirkan Dengan demikian sebagai Pejabat yang diberi otoritas

melaksanakan Program Penjaminan Pemerintah seharusnya Terdakwa

~ memerintahkan kepada Erman Munzir setidak-tidaknya kepada Pejabat

Bank Indonesia lamnya yang menangani Program Penjaminan Pemerintah

“untuk membuat surat pembentahuan képada BPPN bahwa klaim PT. Bank
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- Bali tersebut tidak dapat diterima:karena.verifikasi oleh Bank Indonesia
.-untuk menilai-kewajaran kebenaran-dan keabsahan transaksi belum tuntas
" atau belum selesai-dilakukan, hal:itu sejalan dengan klarifikasi yang telah
diberikan sebelumnya oleh Terdakwa dalam Rapat. Direksi Bank Indonesia
tanggal 24 September 1998. Lagi pula sebelumnya diketahui bahwa Bank
. Indonesia telah membuat beberapa surat kepada Direksi PT. BDNI bahwa
L transakm-transaksx SWAP dan Money Market yang. dilakukan dengan PT.
Bank Bali sebagal transaks1 yang bertentangan dengan praktek-praktek
_perbankan yang' sehat, dengan deémikian seharusnya Terdakwa telah
- meiigetahui pula bahwa kewapban PT. BDNI tersebut tidak termasuk
jenis kewajiban . yang dapat d1_]amm dalarn rangka Program Penjaminan
Pemermtah

" 7.1, Bahwa dalam’ rangka melaksanakan kesepakatan bekerjasama untuk

memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali tersebut, walaupun

- sebeluminya Terdakwa telah mengetahui' bahwa: verifikasi klaim PT.

* - Bank Bali belum tuntas dan mengetahui pula bahwa bahwa transaksi-

" transaksi sebagai kewajiban PT. BDNI kepada PT.-Bank Bali tidak

~““termasuk jenis kewajiban. yang dapat ‘dijamin, namun setelah Nota

"' Dinas Ketia BPPN Nomor ; ND-05/BPPN/04/1999 tértanggal 21 April

1999 dibuat dan’ dikirim kepada Ménteri Keuangan, selanjutnya pada

* sekitar minggu ‘terakhir dalam bulan'Mei 1999 antara lain bersama

Erman Munzir, Dragono Lisan'dan sejumlah anggota Dewan Direksi

© " Bank Indonesia (Iwan R-Prawiranata; Miranda Gultoni) telah menemui

Menteri Keua'ngan dengan ‘maksud ‘agar Pemérintah menerbitkan

R ""qejumiah obligasi yang akan dibeli Bank Indonesia yang antara lain

© dapat “digunakan ‘untuk membayar klalm antar bank dalam rangka
---Penjamman Peéimerintah: :

7.2, _Bahwa dengan adanya permmtaan Terdakwa tersebut kemudian

" 'telah dilakukan beberapa Kali perundmcan yang ‘dilakukan di Kantor

“Menteri Keuangan dan Bank Indonesia antara Menteri Keuangan

 dan Gubernm Bank Indonesm (Terdakwa Syahnl Sabirin), Pejabat

' _BPPN yan‘I hasﬂnya Menten Keuangan menerbitkan Surat Nomor

I SR-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 perihal : Surat Kuasa

_ Khusus dalam’ rangka pembayaran Penjamman Pemermtah terhadap

" Jaminan Bank Umum. Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Bank

Indonesia yang pada pokoknya berisikai Pemerintah memberikan

-alokasi dana sebesar Rp:'53.739.000:000.000,>:(lima puluh tiga triliun

* tujuh tarus tiga puluh sembilan miliar rapiah) ‘dan- meminta Bank

- Indonesia mermbuka rekening Nomor : 502.000.002 atas Bendaharawan

Umum Negara untuk Obligasi Dalam Rangka Pénjaminan. Dalam

© rapat Menteri ‘Keuangan ‘menegaskan Rembah bahwa pembayaran
"+ klaim harus didasarkan hasil verifikasi, - e
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Bahwa setelah surat-Menteri-Keuangan Nomor SR-176/MK.G1/1999
tertanggal 31 Mei 1999 diterbitkan, Pande N-Lubis pada tanggal 1

2+ Juni 1999 telah' menyiapkan 2 (dua) buah surat Ketua BPPN yang

i - diwakili‘ oleh Farid Haryanto masing-masing :
Coas Surat Nomor : 380/BPPN/0699 tanggal 1-Juni 1999, perihat Hasii

verifikasi- atas klaim PT. Bank Bali, Tbk, yang isinya meminta
' dapat dilakakan pembayaran ierhadap klajm PT. Bank Bali.

- b "_Surat Nomor : 381/BPPN/0699 tanggdi i Juni 1999, perihal

o Permohonan Pembayaran Atas Klaim Antar Bank Dan 6 (enam)
~ Bank Rekapitahsam (“Bank Rekap”) Kepada Bank Umum Yang
Dibekukan Pada Tahun 1998 Dan 1999.

. Kedua surat dxtmukan kepada Syahnl Sabirin, Gubemur Bank
_ Indonesia.

74,

Bahwa. Terdakwa Syahnl Sab;rm selaku Gubernur Bapk Indonesia,

... setelah menerima kedva.surat BPPN tertanggal 1 Juni 1999 yang

. diantar oleh Adnan Djuanda bersama Edi- Siswanto, sekitar pukul

19.00 WIB tanggal 1 Juni 1999 telah memberi perintah kepada

- Kepala. Urusan- Akutansi dan Sistim Pembayaran (UASP) Bank

Indonesia (saksi Desmi Demas) ontuk membayar klaim PT. Bank
Bali.dengan jalan memberi disposisi diatas surat BPPN Nomor PB-

-380/BPPN/0699 tanggal T Juni 1999 sebagai berikut : “Kep. UASP,

untuk. dilaksanakan, setelah dikoordinasikan dengan Ibu Miranda,

khususnya untuk mempertimbangkan. target moneter”. Sedangkan
permintaan pembayaran klaim terhadap bank-bank lainnya berdasarkan

. Surat BPPN Nomor : PB-38 I/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 karena

Y R

tidak ada kesepakatan bekerjasama seperti yang dilakukan dengan PT,

~ Bank Bali, permintaannya ditolak oleh Terdakwa dengan memberikan

disposisi pada surat tersebut antara lain sebagai berikut : “Kepala
UPPB, Prncairan dana untuk bank-bank penjaminan Pemerintah
tetap berpegang pada Surat Keputusan Bersama Bank Indonesia dan
BPPN vyaitu setelah verifikasi selesai dilakukan, dengan demikian
permintaan ini tidak dapat dipenuhi”. Seharusnya sikap yang sama
dilakukan juga terhadap kliam PT. Bank Bali karena sebelumnya
Terdakwa telah mengetahui bahwa verifikasi klaim PT. Bank Bali
belum selesai (tidak tuntas).

Bahwa perintah Terdakwa selaku Gubemur Bank Indonesia kepada
Kepala Urusan Akutansi dan Sistim Pembayaran (UASP) Bank

-Indonosia untuk melaksanakan pembayaran klaim PT. Bank Bali

telah dilaksanakan oleh. saksi Desmi Demas (Kepala UASP) pada
tangal 1 Juni 1999 malam dengan melakokan pemindah bukuan yaitu
mendebetkan rekening Nomor : 502.000.002 atas nama Bendaharawan
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Umum Negara Untuk Obligasi dalam rangka Penjaminan kemudian
- fengkreditkan ke rekening Nomor 523.013.000 atas nama PT. Bank
 Bali di Bank Indonesid sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus
empat miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh
delapan tiga ratus enam puluh sembilan rupiah)..

-8 Bahwa sebelum Terdakwa Syahril:Sabirin: memberi perintah untuk
-membayar klaim PT. Bank Bali,:di Kantor Bank Indonesia pada tanggal
1. Juni 1999, telah dilakukan serangkaian-aktifitas untuk mempercepat
pembayaran klaim PT. Bank Bali di lvar mekanisme kerja yang lazim
terjadi seperti ‘tersebut dibawah ini ;

8.1. Sekitar pukul 14.30 WIB tanggal I Juni 1999, Pande N Lubis

menginformasikan kepada Erman Munzir bahwa BPPN akan

- wmelakukan pembayaran klaim PT. Bank Bali yang surat permintaan
:.pembayaran dan BPPN akan dibawa sendiri oleh Pande N Lubis;

8.2. Sekitar pukul 15.00 WIB tanggal 1 Juni 1999, dalam rangka

mempercepat pembayaran klaim PT. Bank Bali, sehingga walaupun

--Bank Indonesia belam menerima surat resmi dan BPPN, Erman Munzir

- ‘telah memerintahkan Dragono Lisan menemui Kepala UASP (Desmi

ZDemas) memberitahukan akan ada pembebanan rekenmg Nomor:
-502.000.002;

- '8.3."Karena surat fax. Menteri Keuangan Nomor : SR-176/KMK.01/1999
o -tanggai 31 Mei ‘1999 baru diterima Bank Indonesia sekitar pukul
© 11.30 WIB, tanggal 1 Juni 1999 mengakibatkan rekening Program
_ * Penjaminan (502.000.002) masih kosong/belum dibukukan, dan untuk
- “itu, Desmi Demas/Kepala UASP mengadakan rapat bersama “Deputi
" Kepala UOPM., ‘Deputi Kepala UK, Deputi Kepala UPPB (Dragono
"Lisan) ‘dalam’rangka mempercepat penglsmnlpembukuan rekening
* Nomor 502.000.002.

8.4. Sekitar pukul 17.30 WIB ‘tanggal 1 Juni 1999, Pandé N Lubis tiba
dirvang kerja Erman Munzir menyerahkan surat BPPN yang ditujukan
kepada Syahril Sabirin/Gubernur Bank Indonesia masing-masing :

a.  Surat Nomor PB- 380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang
'_1smya meminta pembayaran klaim PT Bank Bali atas kewajiban
PT. BDNI daiam rangka Penjaminan Pernenntah

b. . Surat Nomor : PB- 381/BPPN/0699 Ianggal 1 Juni 1999 yang

isinya meminta pembayaran dimuka atas idaam antar Bank-

_Bank Rekapitalisasi antara lain BI, PT Bank Lippo, PT. Bank

Umumn Koperasi Indonesia, PT. Bank Pr:ma Expres dan Bank
Universal,

8.5. Sekitar pukul 18.00 WIB tanggal 1 Juni 1999, Erman Munzir

memerintahkan Dragono Lisan, Edi Siswanto dan Adnan Djuanda
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- ~mengantar Pande: N Lubis menemui- Kepala- UASP: (Desmi Demas),
;. selanjutnya Desmi Demas meminta Edi Siswanto danr Adnan Djuanda

8.6.
- (tidak tercantum permintaan pendebetan rekening Nomor ¢ 502.000.002

mengantar Surat BPPIN'-Nomor : PB-380/BPPN/0699 kepada Terdakwa

- (Gubernur Bank Indonesia) untuk -mendapatkan disposisi.

Karena surat BPPN Nomor @ PB-380/BPPN/0699 isinya tidak lengkap

. ke rekening PT. Bank Bali’ Nomor-: 523.013.000), sehingga untuk

Do BT
<+ . Bank Indonesia {Terdakwa Syahri} Sabirin) atas surat BPPN Nomor:

‘melakukan perubahan:surat Pande N Lubis dan Kantor Bank Indonesia

menelpon ke BPPN -agar membuat ralat surat BPPN Nomor : PB-380
yang ditujukan langsung kepada Kepala UASP.

Sekitar pukul 19.43- WIB tanggal 1 Juni: 1999 disposisi Gubernur

- PB-380/BPPN/0699 (perintah Kepala UASP melaksanakan pembayaran

klaim PT. Bank Bali) diterima Edi Siswanto dan Adnan Djuanda

.. yang tetap menunggu di ruang Sekretaris Gubernur Bank Indonesia,

- _kemudian.: di fax. Kepada: Kepala UASP. .
- 8.8,

Sekitar pukul 19.45 WIB tanggal: I Juni 1999 (hamp;r bersamaan
dengan diterimanya surat.PB-38(/BPPN/0699 yang telah didisposisi

- -Gubernir Bank-Indonesia), Pahde N:-Tubis menyerahkan kembali

* surat ralat BPPN Nomor : PB-385/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999
kepada Kepala UASP, dan karena sebelomnya telah menerima surat
. fax, berisi disposisi. Terdakwa/Gubernur Bank Indonesia, selanjutnya

.. surat diserahkan ke Bagian Ak. R untuk dibukukan, kemudian bagian
.. Ak. R langsung melakukan pembuknan dengan mendebetkan rekening
... Nomor 502.000.002 dan mengkredit rekening Nomor: 523.013.000 a/n
.. PT. Bank Bali sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat

miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan
ribu tiga ratus enam puluh sembilan. rupiah), yang berarti klaim PT.
Bank Bali telah dibayar di Bank Indonesia sekitar pukul 20.10 WIB

 tanggal 1 Juni 1990.

89

Sekitar puku} 20.20. WIB tanggal 1 Juni 1999 Edl stwzmto dan Adnan
Djuanda menyerahkan asli surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN/0699

* tanggal 1 Juni 1999 yang telah dxdlsposm Terdakwa kepada Kepala
- UASP, sedangkan ‘surat BPPN Nomor : PB:381/BPPN/0699 tanggal

1 Juni 1999 tentang permintaan pembayaran vang dimuka atas klaim

*antar bank dan bank peserta rekapitalisasi diserahkan kepada Kepala

UPPB (Erman Munzir) dengan disposisi Terdakwa bahwa permintaan

: 1dak dapat dipenuhi karena belum d1lakukan verifikasi.

Bahwa perbuatan Terdakwa Syahr;i Sabirin selaku Gubemur Bank Indonesia
setidak-tidaknya sebagai Pimpinan Bank Indonesia yang memiliki otoritas
melaksanakan Program Penjaminan Pemmerintah dengan memerintahkan
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~=KepalaUASP :(Desmi Demas) membayar: klaim - PT.~Bank Bali,- dan
0 coiperintah tersebut telah - dilaksanakan-dengan: mengkreditkan rekening
" a.n: PT.'Bank Bali Nomor ::523.013.000 sebesar-Rp. 904.642.428 369,-
~merupakan perbuatan -yang bertentangan dengan-ketentuan yang diatur
- dalam KEPPRES Nomor 26 Tahun 1998, Surat Keputusan Menteri
~Keuangan Nomor . 26/KMK/0.17/1998 :dan-Surat -Keputusan Bersama
- +Direksi -Bank Indonesia -dan Ketua BPPN Nomor ; SZHKERDIR tanoea] 6
- Maret 1995, dan-disempurnakan dengan Surat Keputusan Bersama:Direksi
- Bark Indonesia dan:Ketua BPPN Nomor S38EEIRIE tanpoal 14-Mei 1999,
= sehingga telah memperkaya secara melawan hukum Rudy Ramli atau PT.
Bank Bali .dan Joko § Tjandra:atan PT.-Era Giat Prima sebab setelah
“:klaim PT.-Bank Bali-sebesar Rp.904.642:428.369,~ (sembilan ratus empat
. ~miliar-enam- ratus empat. puluh dia-juta .empat: ratus -dua puluh delapan
- ribu-figa ‘ratus-enam puiuh sembilan rupiah), pada tanggal 1-Juni:1999,
- ’kemudian ‘$ebagiannya telah ‘diserahkan: kepada PT. Era Giat Prima atau
i Joko 8 ‘Tjandra -sebesar Rp.:546.466.466.369,- dengan jalan :mentransfer
ke rekening giro A/C 0701026934 atas nama PT. Era-Giat Primadi PT.
‘Bank Bali masing-masing : -
1. Tanggal 3 Juni 1999 sebesar Rp. 406.640.000.000,-
2. Tanggal 10 Juni 1999 sebesar:Rp. 141.826.116.369,«
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Syahril Sabiriri yang secara melawan
*hukum meémperkaya Rudy Ramli atau PT. Bank Bali dan Joko S Tjandra
~atau PT. Era Giat Prima tersebut, sécara langsung atau tidak langsung
- “telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 904.642:428.369,+ (sembilan
ratus émpat miliar enam ratus empat puloh duajuta’empat ratus dua puluh
- delapan ribu tiga ratus enami puluh'sembilan rupiah), atau setidik-tidaknya
" “dalam jumlah lain"selain Jumlah tersebut, ‘dan”atau’ setidak-tidaknya lagi
‘mherugikan perekonornlan negara dalam hal ini meragikan’ kebx;aksanaan
a Pemenntah dlbldang rekapltahsam dan resu'uktunsaSI perbankan

‘Perbuatan Terdakwa diatur ' dan’ diancarm pldana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a
jo.-Pasal 28 U.U.'No.3 Tahun 1571 Jo. UU No. 3I Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat
(1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHP. - '

Subs;dalr P

Bahwa ia terdakwa SYAHRIL SABIRIN dalam kedudukannya sebagal G‘ubernur
Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
39/M Tahun 1998 tanggal 11 Pebruari 1998 dan Nomor.: 149/M:Takun 1999 tanggal
17 Mei 1999, secard bersama-sama dan bersekutu dengan Pande N Lubis/wakil Ketua
BPPN, Erman Munzir/Kepala Urusan: Pengaturan : dan Pengembangan Perbankan
(UPPB):Bank Indonesia, Tanri Abeng/Menteri Negara BUMNY/ Joko S Tjandra dan
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Setya Novanto/Direktur PT: Era Giat Prima serta Rudy’ Ramly/Direktur Utama PT.
Bank Bali yang perkaranya diajukan-tersendiri atan masing-masing bertindak untuk
dirinya sendiri, pada waktu dan tempat seperti tersebut pada Dakwaan Primair,
secara berturut-turut melakukan rangkaian perbuatan yang dipandang sebagai suatu
perbuatan berlanjut, setidak-tidaknya sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan
tujuan menguntungkan diri sendiri atan orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan
kewenangan, kesempalan atau sarana- yang ada padanya karenz jabatan atau
kedudukan yang secara-langsung atav tidak langsung merugikan keuangan negara
atau perckonomian negara, dalam- hal ini telah memproses: dan membayar tagihan
atau klaim PT. Bank Bali- atas kewajiban PT. BDNI dengan Program:Penjaminan
Pemerintah, sedangkan sebenarnya klaim PT. Bank Bali tersebut tidak: memenuhi
persyaratan setidak-tidaknya: bertentangan dengan- ketentuan Program: Penjaminan
Pemerintah; yang menguntungkan Rudy Ramly atau PT. Bank Bali- dan Joko S
Tjandra atau PT.. Era:Giat Prima sehingga secara langsung. atau tidak langsung
dapat merugikan kevangan negara sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus
empat-milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus- doa puluh delapan ribu
tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), setidak-tidaknya dalam jumlah:lain sekitar
jumlah tersebut dan atau merugikan perekonomian negara, yang lebih jelasnya akan
diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

— Bahwa sebagai upaya untuk’ mengatasi-terjadinya krisis moneter dan
mengembalikan secepatnya. kepercayaan masyarakat terhadap mata uang
_rupiah dan. perbankan nasional, Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan

_-untuk menjamin pembayaran bagi kewajiban Bank Umum kepada krediturnya
. sebagaimana yang diatur dalam Keputusan. Presiden Republik Indonesia Nomor :
26 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang : Jaminan Terhadap Kewajiban
Pembayaran Bank Umum. dan Pelaksanaannya diatur lebih. lanjut dengan Surat
Keputusan Menten Keuangan R.I Nomor : 26/KMK.017/1998 tanggal 23
Janunari 1998 tentang : Syarat. dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah
Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan. Surat Keputusan Bersama
Direkst Bank Indonesia dan Ketna BPPN Nomor ¥ZREEERIE 1anggal 6 Maret
- 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Terhadap
Kewajiban Pembayaran Bank umum yang kemudian disempurnakan dengan
Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor:
LLEOERDIR tanggal 14 Mei 1999.

— Bahwa Terdakwa Syahril Sabirin, selaku Gubernur Bank Indonesia setidak
tidaknya sebagai Pejabat yang diberi otoritas melaksanakan Program Penjaminan

. Pemerintah, pada tanggal 24 September. 1998 ketika meminpin Rapat Dewan

- Direksi Bank: Indonesia’ yang dihadiri pula Pejabat BPPN- antara lain Ade
.- Sumantri, Rony’ Maulana; Pandu Jayanto dan Pejabat Urusan Terkait dan

- Urasan Pengaturan: dan: Pengembangan Perbankan (UPPB): Bank. Indonesia

: dalam hal-ini-Dragono: Lisan, Adnan Djuanda dimana: dalam rapat tersebut,
terdakwa telah memberikan klarifikasi tentang - perlunya verifikasi oleh oleh
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- Bank Indonesia terhadap klaim dalam. rangka pelaksanaan Program Penjaminan
‘Pernerintah sebagai berikut = “Dari klaim yang masuk akan dilakukan verifikasi
oleh Bank Indonesia, se]anjutnya bila klaim dapat diterima Bank Indonesia

- akan memberitahukan BPPN untuk: mendapatkan otorisasi pembayaran”,

- Bahwa Klarifikasi tersebut diberikan Terdakwa khususnya tentang verifikasi
klaim yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan adanya
persyaratan’ dimana Pemeérintah tidak menjamin untuk membayar kewajiban-
kewajiban yang chperoleh ‘berdasarkan -transaksi perbankan yang tidak sehat

- atau transaksi yang bertentangan dengan praktek-praktek perbankan yang sehat,

‘‘dimana yang berhak ‘atau ‘dapat mernberikan penilaian terhadap transaksi di
sesuai praktek perbankan vang sehat atau tidak adalah Bank Indonesia, antara
lain melalui verifikasi.

—  Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank
Indonesia setidak-tidaknya sebagai Pejabat yang diberi Otoritas malaksanakan
Program Penjaminan Pemerintah telah ‘bersepakat untuk bekerjasama dengan

~ Pande N Lubis (Wakil Ketua BPPN), Tanri Abeng, (Menteri Negara BUMN),
. Erman Munzir (Kepala Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan, Bank

_Indonesia), Joko S Tjandra dan Setya Novanto (Direktur PT. Era Giat Prima),
 dan Rudi Ramiy (Dlreklur Utama PT. Bank Bali, Tbk) untuk mermproses
pembﬂyaran klaim PT. B'mk Bali yang bertemangan dengan ketentuan Program
_ Pemamman Pemerintah yang chatur dalam KEPPRES No. 26 Tahun 1998, Surat
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 26/KMK.017/1998, Surat Keputusan
_ Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor; M2IKERDIR (anooa] 6
. Maret 1998 serta Surat keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua

. BPPN Nomor ; [ RCAEEDIS tanggal 14 Mei 1999

- Bahwa rangkalan perbuatan yang s;fatnya bertentanﬁan ciengan ketentuan
-Program- Penjaminan Pemerintah dalam memproses pembayaran klaim PT.
Bank Bali dilakukan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal denﬁan adanya permintaan
PT. Bank Bali kepada PT. BDNI untuk mendaftarkan, melaporkan dan
mengajukan klaim atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali dalam rangka
pelaksanaan Program _Penjaminan Pemerintah, karena PT. BDNI sehagai
Bank" Debitur tidak sanggup lagi memenuhl kcwajlbannya permintaan
tersebut telah’ dilaksanakan oleh Tim Petiibéresan PT. BDNI dengan
mendaftarkan transaksi-tiansaksi sebagm i\ewajlban PT. BDNI kepada
Bank Indonesia sebagai berikut :

No Tﬁngga] : ~Jawh b Nominal Jenis Transaksi
Pengajuan Klaim | Tempo | = = T

! N T A 5

1. | 23-06-1998 12-03-1998 | Rp. 51.600.000.000,- SWAP (netting)
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2. | 23-06-1998 03-03-1998 | Rp. 48.060.000.000;- SWAP (netting)
23-06-1998 06-03-1998 | Rp. 66.139.139.271.458,- | Money Market
' o ' (netting)
4 123.06-1998 | 16-03-1998 | Rp. 64.754.250.000.- Money Market
: S S o {(Konversi dari
SWAP)
5. | 23:06-1998 05-03-1998 | Rp. 461.500.000.000,- SWAP (netting)
6. |23-06-1998 12-06-1998 | Rp. 57.625.000.000,- SWAP
7. | 23-06-1998 24-03-1998 | Rp. 61.830.000.000,- SWAP (netting)
8. | 23-06-1998 16-03-1998 | Rp. 82.356.250.000.- SWAP
9. |23-06-1998 12-03-1998 | Rp. 61.977.459.254,- Money Market
: . S . (Konversi dari
SWAP)
10. | 20-07-1998 15-04-1998 | DEM 35.000 LIC

1 1 Bahwa setelah dilakukan verifikasi secara off site (on the desk) oleh
' Tim Penjaminan Bank Indonesia (dalam rangka penelitian persyaratan
" adminstrasi penjaminan), klaim PT. Bank Bali dinyatakan tidak dapat
"diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi persyaratan tentang
pelaporan, p{:ndaftaran dan pengajuan klaim yang diatur dalam Surat
Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor
WRTIKERDIR tangoal 6 Maret 1998, demikian pula dan klaim yang
diajukan terdapat dlantaranya 6 (enam) klaim yang tidak termasuk
jenis kewajiban yang dijamin, yang selengkapnya adalah sebagai
berikut :

a. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP sebesar Rp. 51.600.000.000-

- Tidak dapat diproses/tidak memenuhi batas waktu pengajuan
klaim (Penjaminan butir _IV.I.b);

b. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP (netting) sebesar
" Rp. 48 060.000.000,- '

~~ Tidak dapat diproses/kewajiban tidak didaftarkan dan tidak
" memenuhi batas. wakiu pengajuan Klaim (butir IV.Lb);

- Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin
(butir IL.1.a.2.c};

¢.  Kiaim atas kewajiban transaksi Meney Market (konversi SWAP
netting) sebesar Rp. 66.139.139.271.453,-

—  Tidak dapat diproseé/kewajiban tidak didaftarkan dan tidak
memenuhi batas waktu pengajuan klaim;

—  Netting SWAP tidak termasuk jenié kewajiban yang dijamin.
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d. - Klaim .atas kewajiban: transak51 SWAP (nettmg) sebesar
“L - Rp.o64.754.250.000,- - s

—  Tidak dapat diproses pembayarannya/kewa}lban tidak didaf-
-tarkan dan tidak memenuhi batas wakty pengajuan klaim;
= Netting’ SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin.
e.  Klaim atas kewajiban transaksi SWAP sebesar Rp. 461.500.000.000.-
o '_ ~ " Tidak dapat d1proses pembayarannyaftzdak memenuhi batas
~ waktu pengajuan klaim

.~ Netting SWAP. tidak termasuk _]ems kewajiban yang
' duamm

£, Klaim atas kewajiban transaksi SWAP sebesar Rp. 57.625.000.000,

- Tidak dapat diproses pembayarannya/tldak memenuhi batas
- wuktu pengajuan kiaim .

g .. Klaim atas kewajiban. transakm SWAP (netting) sebesar
- Rp. 61.830.000.000,- S

-..= - Tidak dapat diproses pembayarannya/trdak memenuhi batas
. wak{u pengajuan klaim / kewajiban batas waktu pengapuan
klaim kewajiban tidak didaftarkan.

S Netting SWAP, tidak termasuk jems kewajiban yang
dijamin.

h K}alm _atas kewajlban tramaks; SWAP sebesar
-Rp82356250000— -

.- Tidak -dapat dipI‘OSES pembaymannya/kewapban tidak
“oecididaftarkan tidak memenuh1 batas waktu pengajuan
‘Klaim. S

" Y& Netting - SWAP tldak terrmsuk _]ems kewajlban yang
' dijamin.

1 Klaim atas kewajlban tr&nsaks: money market (konversi dan
"SWAP nettmg) sebesar Rp: 61 977 459, 254 -

R tldak dapat dlproses pembayarannya/kewajlban tidak
. . didaftarkan, tidak memenuhi batas waktu pengajuan
.. Maim. s A e
J- - Klaim'atas kéwajiban transaski L/C isebésar DEM 35.000.
-~ Tidak dapat diproses pembayarannya/ndak memenuhi batas
: “waktu pengajuan Klaim. ¢ -

12, Bahwa hasﬂ venﬁkam seiengkapnya beserta aIasan alasan penolakan

untuk memproses lebih ftanjut Klaim PT. Bank Bali tersebut telah
' 'dlsampazkan dengan surat BanL Indonesxa yang dztandatangam oleh
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. Dragono Lisan Deputi Kepala BPPN: kepada Tim Pemberesan PT.

BDNI dengan tembusan kepada Ketua BPPN dan direksi PT. Bank
Bali masing-masing dengan :

. a.  Surat nomor : 31/632/UPPB/AJB tanggal 23 September 1998

1.3,

perihal, Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali
Tbk. | o

b. Surat nomor : 31/635/UPPB/AdB tanggal 24 September 1998
perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali
Thk. '

c.  Surat nomor : 31/653/UPPB/AdB tanggal 28 September 1998
perihal Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali
Tbk. o '

d.  Surat nomor : 31/687/UPPB/AdB tanggal 5 Oktober 1998 perihal
klaim PT..BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk.

"e.  Surat Nomor : 31/713/UPP tanggal 13 Oktober 1998 perihal

Klaim PT. BDNI atas kewaiiban kepada PT. Bank Bali, Tbk.

£ Nomor : 31/738/UPPB/AdP tanggal 16 Oktober 1998 perihal
Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali, Tbk;

g.  Nomor: 31/775/UPPB/AdP tanggal 20 Okiober 1998 perihal
Klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali, Tbk:

Bahwa hasil verifikasi beserta alasan penolakan terhadap klaim PT.
Bank Bali tersebut, telah diketahui terdakwa berdasarkan laporan
Subarjo Joyosumarto/Anggota Direksi Bidang Perbankan, yang pada
tanggal 13 November 1998 telah meneruskan laporan Dragono Lisan

tertanggal 11 November 1998 perihal : Perkembangan penanganan

klaim atas kreditur PT. Bank Bali dan perkembangan penanganan
klaim debitur PT. Bank Uppindo, sehingga dengan demikian Terdakwa
seharusnya tidak memproses lagi klaim yang diajukan oleh PT.
Bank Bali tersebut, terlebih lagi sebelum itu ketika Terdakwa masih
menjabat sebagai anggota Direksi Bank Indonesia {diangkat dengan
KEPPRES No.352/M tanggal 20 Desember 1997), yang antara lain
melalui informasi ketika mengikuti Rapat-Rapat Dewan Direksi
Bank Indonesia bulan Desember 1997, bulan Januari 1998 dan bulan
Pebruari 1998 telah mengetahui bahwa transaksi-transaksi SWAP dan
Money Market yang dilakukan PT. BDNI dengan PT. Bank Bali
tersebut. merupakan transaksi yang dilakukan secara bertentangan
dengan praktek-praktek perbankan yang sehat, antara fain dilakukan
karena untuk memenuhi kebutuhan valas, PT. BDNI melakukan
transaksi menggunakan fasilitas dana talangan (dana over draft) dan
Bank indonesia yang sebelumnya telah dilarang oleh Bank Indonesia,

Surat-surat tegoran Bank Indonesia kepada Direksi PT. BDNI antara
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.- Jain surat Nomor : 30/1742/UPB2/AdB2 tanggal 11 November 1997,
. Catatan- Risalah Rapat Direksi Bank Indonesia dengan Direksi PT.
.- BDNI tanggal 9 Desember 1997 dan Surat Nomor 30/390/UPB2/AdB2
.- tanggal 31 Desember 1997, dan dengan demikian pula Terdakwa
. ‘telah mengetahui bahwa klaim PT. Bank Bali tersebut selain tidak
. memenuhi persyaratan administrasi penjaminan juga klaim tersebut
-tidak termasuk jenis kewajiban yang dapat dibayar dengan Program
.Penjaminan Pemerintah setidak-tidaknya tidak memenuhi persyaratan
untuk dibayar dengan Program Penjaminan Pemerintah.

2. - Bahwa Terdakwa walaupun telah mengetahui klaim PT. Bank Bali terhadap
kewajiban PT. BDNI tidak memenuhi persyaratan untuk diproses dan
dibayar dengan Program Penjaminan Pemerintah, namun ketika memimpin
Rapat. Dewan Direksi Bank Indonesia pada tanggal 5 Pebruari 1999, telah
memerintahkan petugas UPPB Bank Indonesia untuk bersama-sama dengan
BPPN memanggil kembali PT. Bank Bali dan bank-bank kreditur lainnya
beserta bank debiturnya guna menyelesaikan klaim vang belum dibayar

- berdasarkan hasil penelitian bukti-bukti dokumen transaksi yang ada di
--bank kreditur dan bank debitur, :

-+ 2.1. Bahwa perintah Terdakwa sebagai lepman ataix Gubernur Bank
Indonesia tersebut telah :dilaksanakan -oleh UPPB . pada tanggal 8
Pebruari- 1999, dengan diadakannya pertemuan antara Pejabat UPPR,
BPPN dan PT.; Bank Bali untuk membahas klaim PT. Bank Bali yang

.. belum dibayar bertempat dirnang rapat UPPB Bank Indonesia.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh ‘Dragono Lisan/Deputi Kepala
- UPPB dan dihadiri juga antara lain Edi Siswanto, Adnan Djuanda dan
~1JPPB, Hendro Santoso dan Indrawan Sumantri ‘dan ‘BPPN. Hendri
“‘Kurniawan ‘dan Georgio Godong’ dan-PT. ‘Bank 'Bali, Tbk. Hasil
" pertemuan: kemudian -dilaporkan oleh Erman Munzir/Kepala UPPB
kepdda ‘Terdakwa/Gubérnur Bank Tndonesia dengan Surat Catatan
tertanggal 8 ‘Pebruari- 1999, perihal. Penyelesaian tagihan PT. Bank
¢ Bali dalam rangka Program Pen_]amlan yang pada pokoknya sebagai
-~ berikut-:
A, Pengajuan klaim BDNI (BBO) untuk kredztur PT. Bank Bali tidak
' dapat diselesaikan melalui Program Penjaminan Pemerintah;
b. Sebagai alternatif akan dmpayakan penye}esalan klaim di Program
Penjaminan dan akan ditindaklanjuti oieh Tl!‘k’l Pemberesan
BDNI/Tim Manajemen BPPN. o
3. Bahwa Terdakwa setelah menerima laporan dan’ rnengetahm pembayalan
_'klaim PT. Bank Bali tersebut tetap tidak dapat diproses pembayarannya
_dengan Program Penjamman Pemermtah namun pada tanggal 11 Pebruari
1999 terdakwa teiah mengikuti pertemuan di Hotel Muila Senayan, yang
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-+ diprakarsai Joko § Tjandra, yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan

pendekatan serta mempengaruhi Pejabat-Pejabat yang mempunyai otoritas

*"dalam memproses pembayaran: klaim PT. Bank Bali dan Pejabat lain yang
" dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan klaini PT. Bank Bali. Terdakwa
- mengikuti pertermuan bersama-sama dengan Pande N Lubis, A.A. Baramuli,

Tanri Abeng, Joko S-Tjandra, Setya Novanto;, Firman-Soetjahja dan Irvan
Gunardwi- yang ‘membahas ‘tentang ketja sama. pelaksanaan pembayaran

" Klaim PT. Bank Bali.'Dalam pertemuan tersebut Terdakwa ikut menyepakati

untuk bekerjasama ‘mencdirkan pembayaran klaim PT. Bank Bali dengan
Program: Penjaminan : Pemerintah, yang pelaksanaannya: akan' dilakukan

- oleh Bank Indonesia bersama dengan BPPN. .

Bahwa sebelum pertemuan Hotel Mulia Senayan tanggal 11 Pebruari 1999

" dilakukan, karena klaim PT."Bank Bali selalu - ditolak Bank Indonesia
+ dan BPPN, Rudy Ramli/Direktur Utama PT. Bank Bali dengan Joko S

Tjandra/Direktur PT. Era Giat Prima telah mengadakan suatu"-Pcrjanjian
pengalihan (cessie’ tagihan) Nomor '@ 002/P-EGP/-99 tanggal 11 Januari

11999 vang isinya antara lain PT. Bank Bali akan mengalihkan tagihannya

sebesar Rp. 798.091.770.000,- terhadap PT. BDNI dan PT. BUN kepada

.: PT..-Era: Giat: Prima, ternyata Perjanjian Pengaliian. (Cessie Tagihan)

tersebut sebenarnya dibuat sebagai rekayasa.dan sarana:untuk melakukan
kerja sama dengan secara melawan hukum mencairkan klaim PT. Bank

.- Bali-yang sebelumnya ditolak; hal mana terlihat: -
- 4.1, Setelah Surat Perjanjian Pengalihan/Cessie Tagihan dibuat tanggal 11

-Januari 1999, Setya Novanto sebagai Direktur Utama PT. Era Giat
. Prima  telah. membuat dan. menandatangani Surat :Kuoasa Nomor
- 02/SK-EGF/II-99 tanggal 29 Maret 1999 yang isinya memberi kuasa
- kembali- kepada. PT. Bank Bali untuk menagih kepada PT. BDNI
s sehubungan dengan Surat. Perjanjian. Pengalihan (Cessie Tagihan)

. Nomor 002/F-EGP/I-99 sebesar Rp. 1.277.543.706,583,-
4.2, Setelah- PT. Bank Bali memerima pembayaran klaim sebesar

- Rp.904.642.428.369,- dari Bank Indonesia, padatanggal 1 Juni 1999,

walaupun PT. Era Giat Prima belum memenuhi kewajibannya untuk

. .menyerahkan Surat-Surat Berharga kepada PT. Bank Bali namun atas

. permintaan Joko S Tjandra PT. Bank Bali atau Rudy Ramli telah

menyerahkan dana hasil pencairan klaim sebesar Rp. 546.466.466.369,-
kepada, Joko s Tjandra atau PT. Era Glat ana

'Bahwa menmdaklanjun kesepakatan untuk beker_]a sama dalam memproses

pembayaran klaim PT. Bank Bali yang pelaksanaannya akan dilakukan

" oleh Bank Indonesia dan BPPN tersebut, kegiatan di Bank Indonesia akan
" 'dllakukan oleh Urusan Pengaturan dan Pengemb'mgan Perbankan (UPPB)

yang’ ‘membawahi Tim Panjamman dibawah koordma31 Ermnan Munzir
selaku Kepala UPPB. Dalam melakukan kegiatannya, Erman Munzir selaku
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Kepala UPPB dan yang mengkoordinir kegiatan, proses klaim PT. Bank

. Bali sulalu melaporkan dan meminta petunjuk Terdakwa sebagai Pimpinan

Bank Indonesia bilamana dalam penanganannya memerlukan putusan yang

. -bersifat kebijaksanaan dan Pimpinan Bank Indonesia, sedangkan di BPPN

. pelaksanaannya akan dilakukan oleh Pande N Lubis/Wakil Ketua BPPN
. yang membidangi Divisi Bank Liabilities. .

5.1, Sesuai ‘dengan arahan Pande N Lubis kepada Firman Soetjahja

-pada pertemuan tanggal ‘11 Pebruari 1999, Rudy Ramli dan Firman

.- Soetjahja telah menandatangani -dan mengirim 'surat PT. Bank Bali

~*Nomor ¢ 012/L.C/02/99 tanggal 12 Pebruari' 1999 kepada Pande N

- ‘Lubis yang pada pokoknya menguraikan tentang transaksi PT. Bank

Bali ‘dengan PT. BDNI -serta memohon kepada BPPN dan Bank

Indonesia dapat membantu menyelesaikan keseluruhan transaksi

-tersebut secepatnya.

-+ 5.2, Bahwa- ternyata surat PT. Bank ‘Bali tertanggal 12 Pebruari 1999
- tersebut telah dijadikan dasar oleh BPPN dan Bank Indonesia untuk
"-memproses pembayaran klaim PT. ‘Bank Bali-walaupun hal itu
bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah yang
-diator dalam Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan
‘Ketna BPPN Nomor 1 WEZUEEDR tangeal 6 Maret 1998, yang antara
- lain menentukan bahwa klaim kewajiban diajukan oleh Bank Debitur

vang dalam hal ini seharusnya dilakukan oleh PT. BDNL

5.3. Bahwa Pande N Lubis setelah menerima surat PT. Bank Bali tersebut

telah menghubungi dan memmta Ermian” Munzir mengirim petugas

" “Bank Indonesia ke BPPN untuk melakukan pertemuan dalarm rangka

membahas proses pémbayaran kiaim PT. Bank Bali, dan selanjutnya

p‘a‘da tanggal 16 Pebrua'ri 199'9 Pand'e'N Lubis’ 'memimpin pertemuan

- Siswanto, Adnan Djuanda dan Tim Penjamman UPPB Bank Indones:a

Pande N Lubis, Hendro Santoso dan BPPN, ‘Firman Soetjahja dan

Irvan Gunardwi dan PT. Bank Bali. Pertemuan' tersebut dilanjutkan

lagi di Kantor BPPN pada tanggal 17 Pebruari 1999 antara Pande N

- Lubis (BPPN) dengan Pejabat UPPB Bank Indonesia antara lain Adnan

- Djuanda. Pada akhir pertemuan Pande N:Lubis selaki pemimpin rapat

membersitahu akan menindaklanjuti surat PT. Bank ‘Bali 012/CL/99

- dengan mengirim surat kepada Erman Munzir agar dilakukan verifikasi

--terhadap klaim PT. Bank Bali’ dalam rangka menilai kewajaran dan
kebenaran transaksi-transaksi PT. Bank Bali dengan PT. BDNI.

5.4. Bahwa Erman Munzir setelah menerima surat dan’ Pande N Lubis
(BPPN) Nomor : S-100/PB/BPPN/ tanggal 18 Pebruari 1999 perihal
transaksi PT. Bank Bali ‘dengan Bank Bekn Operasi (BBO), yang
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isinya antara lain meminta Bank Indonesia mengadakan verifikasi untuk

menilai kewajaran dan kebenaran transaksi PT. Bank Bali dengan PT.

* BDNI dan PT. BUN, sebagai kerja sama untuk memproses pembayaran

5.5.

klaim PT. Bank Bali tersebut, Erman Munzir telah meminta kepada
Urusan Pemeriksaan Bank melakukan pemeriksaan dalam rangka
verifikasi terhadap PT. Bank Bali (Bank Kreditur) dan terhadap Bank
Debitur PT. BDNI, PT. BUN dan PT. Bank Tiara Asia, sedangkan
seharusnya hal itu tidak dapat dilakukan karena sebelomnya ia (Erman
Munzir) telah mengetahui bahwa klaim PT. BDNI atas kewajibannya
kepada PT. Bank Bali telah ditolak oleh UPPB Bank Indonesia dengan
surat yang ditandatangani oleh Dragono Lisan selaku Deputi Kepala
UPPB karena tidak memennhi: persyaratan Surai Keputusan Bersama
Penjaminan. -

Hasil verifikasi yang dilakukan Urusan Pemeriksaan Bank-Bank
terhadap Bank Debitur PT. BDNI pada pokoknya menyatakan bahwa
pemeriksaan atas (ransaksi-transaksi (SWAP, Money Market) yang
dilakukan PT. BDNI dengan PT. Bank Bali untuk menilai kewajaran
dan kebenarannya tidak dapat diselesaikan setidak-tidaknya tidak
dapat dilanjutkan karena dokumen-dokumen transaksi yang sah
tidak lengkap dan tidak dapat ditemukan lagi, dengan demikian
seharusnya Erman Munzir tidak lagi membuat dan mengirim Surat
Bank Indonesia Nomor : 31/1658/UPPB/AJP tanggal 23 Maret 1999
perihal pemeriksaan terhadap PT. BDNI (BBO), PT. BUN {BBO),
PT. Bank Tiara (BTO) atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali yang
ditujukan kepada Pande N Lubis untuk menindaklanjutinya, sebab

' _dengan tidak selesainya verifikasi terhadap Bank Debitur (PT. BDNI)

. berarti kewajiban PT. BDNI yang akan dijamin pembayarannya oleh
_ Pemerintah tersebut, belum dapat dipastikan apakah transaksi-transaksi
_ tersebut {elah dilakukan- sesuai dengan praktek perbankan yang sehat

sebagai persyaratan kewajiban dimaksud dapat dibayar dengan Program

. Penjaminan Pemerintah.

5.6.

Pande N Lubis setelah menerima surat dari Erman Munzin/Kepala
UPPB Bank Indonesia Nomor :31/1658/UPPB/AdP tanggal 23 Maret
1999 yang antara lain memberitahukan bahwa verifikasi terhadap
PT. BDNI belum tuntas, namun: sebagai kerja sama memproses
klaim PT. Bank Bali, ia (Pande N Lubis) langsung memerintahkan
bawahannya pada Staf Bank Liabilities untuk menyelesaikan klaim
PT. Bank Bali tersebut, sedangkan sebenarnya hal it tidak dapat
dilakukan karena verifikasi klaim oleh Bank Indonesia belum tuntas
Demikian pula ketika Pande N Lubis menerima Memo Nomor : 008/
BL tanggal 9 April-1999 Staf Bank Liabilities yang ditandatangani
Indra Samiko, Toto Budiarto dan F.X. Edgar Affandi tentang hasil
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. rekonsiliasi antara PT.-BDNI deagan PT..Bank Bali dalam rangka
_..mencocokkan kebenaran jumlah nilai tagihan yang diklaim PT. Bank
_Baii, didalamnya telah disarankan kepada Pimpinan BPPN termasuk
.; Pande N Lubis, antara lain jika klaim PT. Bank Bali akan dibayar,
.- perlu dimintakan persetujuan Menteri Keuangan karena klaim pernah
_ditolak oleh Bank.Indonesia, demikianpun dengan pembayaran
.. overdue interest klaim seharusnya ditolak karena tidak spesifik diatur
-dalam SKB Penjaminan, namun saran itu fidak disetujui Pande N
Lubis.

5.7, ‘Walaupun Pande N Lubis mengetahul bahwa verifikasi ‘klaim PT.

" Bank Bali belum tuntas dan disarankan apabila akan membayar klaim

PT. Bank Bali supaya dimintakan izin terlebih dahulu dan Menteri

Keuangan termasuk pembayaran overdue interest (bunga) klaim tidak

= dibayar, namun Pande N Lubis tetap menyiapkan dan meimaraf Nota

- +Dinas Ketua BPPN Nomor : ND-05/BPPN/0411999 tertanggal 21 April

1999 perihal klaim PT. Bank Bali kepada PT. BDNI yang ditujukan

+kepada Menteri Kenangan: Dalam Nota Dinas dimintakan-persetujuan

Menteri- Keuangan-untuk -dilakukan pembayaran tagiban/klaim PT.

Bank Bali termasuk dengan bunganya. Nota Dinas dibawa sendiri

. oleh Pande N Lubis kepada Menteri Kevangan dengan maksud akan

-menjelaskan sendiri materi Nota Dinas Ketua BPPN tersebut kepada

Menteri Keuangan, namun ketika itu Bambang Subianto selaku Menteri

... Kenangan tidak menyetujui pembayaran klaim PT. Bank Bali karena
tidak:sesuai dengan: ketentuan SKB Penjaminan yang berlaku.

6. -Bahwa karena Menteri Keuangan menolak pembayaran klaim PT. Bank
Bali, maka:dalam rangka bekerja sama ‘untuk. keberhasilan pembayaran
klaim PT. Bank Bali tersebut, Joko S Tjandra telah memprakarsai sejumlah
.pertemuan yang dilangsungkan di rumah Joko S Tjandra, A.A. Baramuli,

. Tanri Abeng termasuk pertemuan yang dilakukan pada-tanggal 26 Mei
“ . 1999 di Hotel Mulia 'Senayan antara Joko S Tjandra, Rudy Ramli, A A.

.- Baramuli-dan Tanri Abeng yang dihadiri pula oleh Marimutu Manimaren,

setelah melakukan pertemuan Joko S Tjandra bersama Rudy Ramlii pergi

-+ menemui’ Bambang ‘Subianto/Menteri -Kenangan ‘di rumahnya dengan

diantar oleh Marimutu Manimaren, Dalam pertemuan dengan Bambang

~ Subianto tersebut, Joko § Tjandra menanyakan mengenai masalah tagihan

- . beberapa perusahaan dibawah Group Mulia termasuk membicarakan klaim
...PT. Bank Bali.

7. Bahwa Terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubemur Bank Inciones;a telah
-menerima laporan- dari Erman Munzir, Kepala UPPB Bank Indonesia
tentang ‘hasil verifikasi terhadap PT. BDNI yang belum tuntas dengan
surat lapotan tertanggal 26 Maret 1999 perihal Laporan hasil verifikasi PT.
Bank Bali dan pembahasan usul penyempurnaan Surat Keputusan Bersama
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‘Penjaminan dengan Bapak Pande™N Lubis (Wakil Ketua BPPN), dimana
- surat Bank Indonesia Nomor : 31/1658/UPPB/AdP tertanggal 23 Maret

1999 t dilampirkan. Dengan demikian sebagai Pejabat yang diberi otoritas

‘melaksanakan Program ‘Penjaminan Pemerintah’ seharusnya Terdakwa
- memerintahkan' kepada Erman Munzir setidak-tidaknya kepada Pejabat
' Bank Indonesia lainnya yang menangani Program Penjaminan Pemerintah
" untuk membuat surat pemberitahuan kepada BPPN bahwa klaim PT. Bank
~ Bali tersebut tidak dapat diterima karena verifikasi oleh Bank Indonesia

untuk menilai kewajaran kebenaran dan keabsahan transaksi belum tuntas

;.. ‘atan belum selesai dilakukan, hal itu sejalan dengan klarifikasi yang telah
* .. diberikan sebelumnya oleh Terdakwa dalam Rapat Direksi Bank Indonesia
- tanggal 24 September.1998. Lagi pula sebelumnya diketahui bahwa Bank

Indonesia telah- membuat beberapa surat kepada Direksi PT. BDNI bahwa

- transaksi-transaksi SWAP dan Money Market yang dilakukan dengan PT.

Bank Bali sebagai -transaksi yang bertentangan dengan. praktek-praktek
perbankan yang.sehat, dengan demikian. seharusnya Terdakwa telah

- mengelahui: pula bahwa kewajiban. PT.. BDNI tersebut tidak termasuk

jenis kewaijan yar;g clapat duamm dalam: rangka- Program Penjaminan
Pemerintah. o .

'7 1 Bahwa dalam rzmgka melaksanakan kesepakatan bekerjasama untuk

“memproses pembayaran klaim' PT. Bank® Bali tersebut, walaupun
sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa verifikasi klaim PT.

* Bank Bali belum tuntas dan meéngetahui pula bahwa bahwa transaksi-
© transaksi sebagai kewajiban' PT. BDNI kepada PT. Bank Bali tidak
termasuk jenis kewajiban. yang dapat: dijamin, namun setelah Nota
Dinas Ketua BPPN Nomor : ND-O5/BPPN/04/1999 tertanggal 21 April
1999 dibuat dan dikirim kepada Menteri Keuangan, selanjutnya pada
sekitar minggu terakhir dalam bulan Mei 1999 antara lain bersama

~ Erman Munzir,: Dragono Lisan dan sejumlah anggota Dewan Direksi
Bank Indonesia (Iwan R Prawiranata, Miranda Gultom) telah menemui
Menteri Keuangan. dengan maksud agar. Pemerintah menerbitkan
sejumlah obligasi yang akan dibeli Bank Indonesia yang antara lain

¢ dapat’ digunakan -untuk membayar klaim antar bank dalam rangka

Penjaminan Pemerintah. : - :

7.2. Bahwa dengan adanya permiﬂtaan- Terdakwa tersebut; kemudian
" telah dilakukan beberapa kali perundingan yang dilakukan di Kantor
Menteri Keuangan dan Bank Indonesia antara Menteri Keuangan

- dan- Gubernur Bank. Indonesia: (Terdakwa Syahril Sabirin), Pejabat
BPPN, yang hasilnya Menteri- Keuangan menerbitkan Surat Nomor

¢ SR-176/MK.01/1999 tanggal: 31 Mei 1999 perihal: : Surat Kuasa
Khusus dalam rangka pembayaran Penjaminan. Pemerintah terhadap
faminan Bank Umum. Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Bank
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. ....Indonesia yang pada pokoknya berisikan Pemerintah memberikan

- - alokasi dana sebesar Rp. 53.739.000.000.000, (lima puluh tiga triliun

‘fujub tarus tiga-puluh sembilan miliar rupiah) dan meminta Bank

Indonesia membuka rekening Nomor ; 502.000.002 atas Bendaharawan

¢ Umum_Negara untuk  Obligasi Dalam Rangka ‘Penjaminan. Dalam

2:rapat Menteri Keuangan. menegaskan  kembali bahwa pembayaran
. klaim harus didasarkan hasil wverifikasi.

©17.3. Bahwa setelah. surat' Menteri Keuangan Nomor SR—I”.’G/MK 01/1999
D - tertanggal 31 Mei 1999 diterbitkan, Pande N ‘Lubis pada tanggal 1
- Juni 1999 telah menyiapkan:2 (dua) buah surat Ketua BPPN yang
diwakili: oleh Farid Haryanto masing-masing
a. . Surat Nomor.: 380/BPPN/0699 tanggal 1.Juni 1999, perihal Hasil
- -verifikasi‘atas klaim PT. Bank Bali; Tbk, yang isinya meminta
- .. dapat:dilakukan pembayaran terhadap klaim PT. .Bank Bali.
+b. Sorat. Nomor - 381/BPPN/AG99 “tanggal 1 Juni:1999, perihal
Permohonan Pembayaran Atas Klaim:Antar Bank Dan 6 (enam)
Bank Rekapitalisasi (“Bank Rekap™) Kepada Bank Umum Yang
;i oo Dibekukan Pada Tahun. 1998 Dan 1999,
Keclua surat ditu;ukan kepada Syahr;i Sablrm Gubernur Bank
.Indonesta :

- 7.4. Bahwa Terdakwa -SyahrnE Sabmn-selaku:(}ubcmur Bank Indonesia,

- setelah menerima ‘kedua-surat BPPN-tertanggal:1 Juni 1999 yang

~ i diantar ‘oleh :Adnan -Djuanda-bersama Edi Siswanto; sekitar pukul

19,00 'WIB tanggal 1" Juni: 1999 -telah memberi- perintah kepada

Kepala Urnsan:Akutansi dan-Sistim Pembayaran (UASP) Bank

Indonesia (saksi Desmi Demas) untuk membayar-klaim PT. Bank

.~ Bali dengan-jalan memberi: disposisi diatas .surat BPPN Nomor PB-

-~ 380/BPPN/Q699 tanggal 1 Juni 1999 sebagai berikut : “Kep. UASP,

- untuk . dilaksanakan, -setelah dikoordinasikan ‘dengan Ibu Miranda,

‘khususnya untuk. mempertimbangkan target: moneter”, Sedangkan

.+ permintaan pembayaran kiaim terhadap bank-bank lainnya berdasarkan

< Surat BPPN Nomor : PB-38/BPPN/0699 tanggat 1 Juni 1999 karena

- tidak ada kesepakatan bekerjasama seperti:yang dilakukan dengan PT.

Bank Bali, permintaannya ditolak oleh Terdakwa dengan memberikan

- disposisi pada_ surat tersebut antara lain- sebagai berikut : “Kepala

.. UPPR, Prncairan.dana untuk. bank-bank  penjaminan Pemerintah

. ... tetap berpegang pada Surat: Keputusan Bersama Bank Indonesia dan

. .. BPPN yaitu setelah - verifikasi -selesai dilakukan, dengan demikian

. permintaan ini tidak dapat dipenuhi”. Seharusnya sikap yang sama

dilakukan juga terhadap kliam PT. Bank: Bali karena sebelumnya

Terdakwa telah mengetahui- bahwa verifikasi klaim PT. Bank Bali
belum selesai (tidak tuntas).
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1.5.

Bahwa perintah Terdakwa sclaku Gubernur Bank Indonesia kepada
Kepala Urusan Akutansi dan’ Sistim Pembayaran (UASP) Bank
Indonosia untuk melaksanakan pembayaran klaim PT. Bank Bali
telah dilaksanakan oleh saksi Desmi Demas (Kepala UASP) pada
tangal 1 Juni 1999 malam dengan melakukan pemindah bukuan yaitu
mendebetkan rekening Nomor : 502.000.002 atas nama Bendaharawan
Umum Negara Untuk Obligasi dalam rangka Penjaminan kemudian
mengkreditkan ke rekening Nomor 523.013.000 atas nama PT. Bank
Bali:di Bank Indonesia sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus
empat miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh
delapan tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).

Bahwa sebelum  Terdakwa Syahril’ Sabirin memberi perintah untuk
membayar klaim PT. Bank Bali, di Kantor Bank Indonesia pada tanggal
1 Juni 1999, telah dilakukan serangkaian  aktifitas untuk mempercepat
pembayaran klaim PT. Bank Bali di luar mekanisme kerja yang lazim
terjadi seperti tersebut dibawah ini :

8.1.

8.2,

8.3

8.4.

Sekitar pukul 14.30 WIB tanggal 1 Jumi 1999, Pande N Lubis
menginformasikan kepada Erman Munzir bahwa BPPN akan
melakukan pembayaran klaim PT. Bank Bali yang surat permintaan
pembayaran dan BPPN akan dibawa sendiri oleh Pande N Lubis;

Sekitar pukul 15.00 WIB tanggal 1 Juni 1999, dalam rangka
mempercepat pembayaran kiaim PT. Bank Bali, sehingga walaupun
Bank Indonesia belum menerima surat resmi dan BPPN, Erman Munzir
telah memerintahkan Dragono Lisan menemui Kepala UASP (Desmi
Demas) memberitahukan akan ada-pembebanan rekening Nomor:
502.000.002; :
Karena surat fax. Menteri Keuangan Nomor SR-176/KMK.01/1999
tanggal 31 Mei 1999 baru diterima Bank Indonesia sekitar pukul
11.30 WIB; tanggal | Juni 1999 mengakibatkan rekening Program
Penjaminan (502.000.002) masih kosong/belum dibukukan, dan untuk
itu, Desmi Demas/Kepala UASP mengadakan rapat bersama “Deputi
Kepala UOPM, Deputi Kepaia UK, Deputi Kepala UPPB (Dragono
Lisan) dalam rangka mempercepat penglslan/pembukuan rekening
Nomor 502.000.002.
Sekitar pukul 17.30 WIB tanggal | Juni 1999, Pande N Lubis tiba
dirnang kerja Erman Munzir menyerahkan surat BPPN yang ditujukan
kepada Syahril Sabirin/Gubernur Bank Indonesia masing-masing :
a.  Surat Nomor : PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang
isinya meminta pembayaran klaim PT. Bank Bali atas kewajiban
PT. BDNI dalam rangka Penjaminan Pemerintah,
b.  Surat Nomor : PB-381/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang
isinya meminta pembayaran dimuka atas klaim antar Bank-
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- Bank Rekapitalisasi antara lain BH, PT. Bank Lippo, PT. Bank
- Umum' Koperasi Indonesia, PT. Bank Prima Expres dan Bank
. Universal.

8.5. Sekltar pukul 18 00 WIB tanggal . l Juni 1999 Erman Munzir

_memerintahkan Dragono Lisan, Edi Siswanto dan Adnan Djuanda

. ..mengantar . Pande N Lubis menemui Kepala UASP {(Desmi Demas),

- selanjutnya Desmi Demas meminta Edi Siswanto dan Adnan Djuanda

- mengantar Surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN/0699 kepada Terdakwa
(Gubernur Bank Indonesia) untuk mendapatkan disposisi.

8.6. Karena surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN/0699 isinya tidak lengkap
¢ .+ (tidak tercantum permintaan pendebetan rekening Nomor : 502.000.002
ke rekening PT. Bank Bali Nomor : 523.013.000), sehingga untuk
- mrielakukan perubahan surat Pande N Lubis dan Kantor Bank Indonesia
menelpon ke BPPN agar membuat ralat surat BPPN Nomor : PB-380

yang ditujukan langsung kepada Kepala UASP. .

© 8.7, Sekitar pukul 19.45 WIB tanggal 1 Juni 1999 disposisi Gubernur
“+ Bank Indonesia (Terdakwa Syahril Siibirin) atas surat BPPN Nomor:
' PB-380/BPPN/0699 (perintah Kepala UASP melaksanakan pémbayaran
" klaimi' PT. Bank ‘Bali) ditérima Edi’ Siswanto’'dan-Adnan Djuanda
yang tetap menunggn di ruang Sekretaris Gubernur Bank Indonesia,
" kemudian'di fax. Kepada Kepala ‘UASP. o

'8.8. Sekitar pukul 19.45 WIB tanggal 1 Juni 1999 (hampu bersamaan
dengan diterimanya surat PB-380/BPPN/0699 yang telah didisposisi
Gubernur Bank ‘Indonesia), Pande N Lubis menyerahkan kembali
surat ralat BPPN Nomior : PB-385/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999
kepada Kepala UASP, dan karena sebelumnya telah menerima . surat

. fax, berisi disposisi Terdakwa/Gubernur Bank Indonesia, selanjutnya
- +_suorat diserahikan ke Bagian Ak. R untuk dibukukan, kemudian bagian
.- Ak. R-langsung melakukan pembukuan dengan mendebetkan rekening
+.....Nomor 502.000.002 dan mengkredit rekening Nomor: 523.013.000 a/n
...PT. Bank Bali sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat
- .+ miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan
;.. ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), yang berarti klaim PT.
.. Bank Bali telah dibayar di Bank Indonesia sekitar pukul 20.10 WIB
tanggal 1 Juni 1990.
8.9. Sekitar pukul 20.20 WIB tanggal 1 Juni 1999, Edi Siswanto dan Adnan
' Djuanda menyerahkan asli surat BPPN Nomor : PB- 380/BPPN/0699
tanggal 1 Juni 1999 yang telah didisposisi. Terdakwa kepada Kepala
UASP, sedangkan surat BPPN Nomor : PB-381/BPPN/0699 tanggal
1 Juni 1999 tentang permintaan pembayaran uang dimuka atas klaim
antar bank dan bank peserta rekapitalisasi diserahkan kepada Kepala
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-~ UPPB (Erman Munzir) dengan disposisi Terdakwa bahwa permintaan
tidak dapat dipenuhi karena belum dilakukan. verifikasi.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia
' setidak-tidaknya sebagai Pimpinan Bank Indonesia yang memiliki otoritas
-~ melaksanakan' Program- Penjaminan Pemerintah dengan memerintahkan
Kepala UASP(Desmi- Demas) membayar klaim’' PT. Bank Bali, dan
o permtah tersebut - telah - dilaksanakan dengan mengkreditkan rekening
an. PT. Bank Bali Nomor : 523.013.000 sehesar Rp. 904.642.428.369,-
merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur
dalam KEPPRES: Nomor 26 Tahun 1998; Surat Keputusan Menteri
Keuangan-Nomor : 26/KMK/0.17/1998 dan Surat Keputusan Bersama
Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : ¥ZRKEMDR tanoqal 6
Maret 1998, dan disempurnakan dengan Surat Keputusan Bersama Direksi
Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor Z4SKEMDIR tanggal 14 Mei 1999,
sehingga telah memperkaya secara melawan hukum Rudy Ramli atau PT.
Bank Bali dan Joko S Tjandra atau PT. Era Giat Prima sebab setelah
klaim PT. Bank Bali sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat
miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan
ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), pada tanggal 1 Juni 1999,
.kemudian sebagiannya telah diserahkan kepada PT. Era Giat Prima atau
Joko S Tjandra sebesar Rp. 546.466.466.369,- .dengan jalan mentransfer
ke rekening giro A/C 0701026934 atas nama PT Era Giat Prima di PT,

- Bank Bali masing- masing :

1. Tanggal 3 Juni 1999 sebesar Rp. 406. 640 000.000,-
2. Tanggal 10 Juni 1999 sebesar Rp. 141.826.116.369,-

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Syahril Sabirin yang secara melawan

' hukum memperkaya Rudy Ramli atan PT. Bank Bali dan Joko S Tjandra

atau PT. Era Giat Prima tersebut, secara langsung atau tidak langsung

telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan

ratus empat miliar-enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh

delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), atau setidak-tidaknya

dalam jumlah lain selain jumlah tersebut, dan atay setidak-tidaknya lagi

merugikan perckonomian negara dalam hal ini: merugikan kebijaksanaan
Pemerintah dibidang rekapitaliSasi dan restrukturisasi perbankan.

Perbuatan 'E‘erdakwa daatur dan diancam pldana dalam Pasal 1 ayat (1) sub b
jo. Pasal 28 U.U. No.3 Tahun 1971 Jo.U.U. No 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat
(1) ke-1 Jo. Pasal 64 KUHP '
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Setelah membaca tuntutan Jaksa / Pepuntut Umum tanggal 31: Oktober 2001 yang
pada pokok isinya adalah sebagai.berikut.:

1.

. (lima ribu ruplah) :

Menyatakan terdakwa SYAHRIL SABIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakokan tindak pzdana korupsi yang dilakukan secara bersama dan

. berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 1 ayat

(1) sub a jo. Pasal 28 U.U. No.3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.

‘Pasal 64 KUHP jo. UU No.31 Tahun 1999 dalam Dakwaan Primer,

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRIL SABIRIN dengan pidana
penjara selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan bahwa pidana tersebut akan
dikurangi dengan tahanan yang telah dijalani;

Menjatubkan pidana denda sebesar Rp. 30.000. 0000 (tlga pu]uh Juta ruplah)

. subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
. Menyatakan barang bukti berupa

4.1 Uang tunai sebesar Rp. 545.468.544. 738 (hma ratus‘empat . puluh enam
miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat
ribu tujub ratus tiga puluh delapan rupiah).

4.2 Uang tunai sebesar Rp. 28.756.550,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus
lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).

4.3 Barang Bukti lain berupa surat-surat sebagaimana tellamplr da]am daftar

" barang bukti.

Semuanya tetap dlpertahankan penyitaannya untuk duadﬂ\an bu}\n dalam perkara
terdakwa lamnya

Menetapkan agar terdakwa dxbebam unluk membayar biaya perkara Rp 5.000,-

Dengan memperhatikan 'pasal-pasal “dan “perattiran yang bersangkutan Terdakwa
telah -dinyatakan bersalah melakukan kejahatan. seperti -tercantum -dalam putusan
Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya adalah sebagai. berikut : .

1.

Menyatakan Terdakwa SYAHRIL SABIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-
sama dan berlanJuE

_Menghukﬂm Terdakwa. tersebut dcn(ran hukuman penjara se]ama 3 (Elga)
.tahun. . - : ; - : o

-Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dlt&han sebeium putusan ini mempunyai

kekuatan hukum tetap akan dlkurangkan seluruhnya dan p1dana penjara yang
dijatuhkan

- Menghukum Terdakwa dengan plciana denda sebesar Rp. 15 000 OOO (lima belas

juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus dignti dengan
pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan... .+ :
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6.

Menyatakan'barang:bukti berupa :-

a. Uang tunai sebesar Rp 546.468.544.738§;- (llma ratus empat puiuh enam
mmilyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat
ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);.

b. Uang tunai sebesar Rp. 28.756.550,- (Dua puluh delapan juta tujuh ratus
lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah); E

c. Barang bukti-lain berupa surat-surat sebagaimana terlampxr dalam daltar
barang bukti.

Semuanya terlampir untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.
Menghuhkum Terdakwa untuk membayar blaya perkara sebesar Rp 3. 000 -

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh
Pengadilan Tinggi di Jakarta dengan putusannya tanggal 12 Agustus 2002 Nomor

78/PID/2002/PT DKI yang amar lengkapnya adalah sebagai benkut

MENGADILI

Menerima permintaan banding dan Terciakwa dan Jaksa Penuntut Umum
tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Maret 2002
No. 1522/Pid. B/ZOOQ/PN Jkt.Pst yang dlmohonkan Bandmg, '

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

Menyatakan bahwa kesalahan Terdakwa DR.SYAHRIL SABIRIN tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik

-dalam dakwaan primer maupun dalam dakwaan subsidair.
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu. dari segala dakwaan (Vn}spraak)

Memulihkan hak Terdakwa dalam kcmampuan kedudukan, dan harkat serta

martabatnya.

456

Memerintahkan agar barang bukt berupa :

a.  Uang tunai sebesar Rp.546.463.544.738 (Lima Ratus Empat Puluh Enam
Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh
Emapt Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) dikembalikan pada
rekening penampungan Escrow Account Nomor 999045197 atas nama PT
Bank Bali qq PT. Era Giat Prima. S

b.  Uang tunai sebesar Rp.28.756.550,- (Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus
Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) dikembalikan
ke PT Bank Negara [ndonesia (Persero) Tbk kantor cabang Rasuna Said
atas nama PT Era Giat Prima, -
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--Barang bukti lain berupa surat-surat sebagaimana terlampir dalam daftar
-:'barang bukti tetap: dilampirkan dalam berkas perkara.

=~ - Mengtapkan ongkds ‘perkara dibebakan kepada negara. .

* Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 20/Akta.Pid/2002/
PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri di Jakarta
Pusat . yang . menerangkan, bahwa pada tanggal 12 September 2002 Jaksa pada
Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat .di Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan
kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 September 2002 dari Jaksa
Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan
Negeri di-Jakarta Pusat pada tanggal 25 September 2002;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

*Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tin'ggi tersebut telah diberitahukan
kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Agusms 2002, dan Pemohor Kasasi
mengajukan’ permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2002 serta memori
kasasinya telah diterima di:Kepaniteraan Pengadilan ‘Negeri -di* Jakarta' Pusat pada
tanggal 25:September 2002;-dengan demikian’ permohonan - kasasi beserta-dengan
alasan-alasannya telah d;fgukan dalam tengang waktu dan dengan cara menurut
UndangmUndar;g, :

" Menimbang bahwa Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan
perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir olek Pengadilan lain seldin
daripada ‘Mahkamah Agung Terdakwa atau-Penuntut-Umum: dapat mengajukan
permintaan- kasasi kepada:Mahkamah Agung kecuali ‘terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa' dkan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku
badan peradﬂan tertinggi yang mempunyax tugas untuk membina dan menjaga agar
semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat
dan adil, Mahkamah Agong wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan
permolionan kasasi terhadap putusan Pengadilan ‘bawahannya -yang ‘membebaskan
Terdakwa yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah- putusan Pengadllan
bawahannya ifu;

Menimbang bahwa namun demikian sesuaj yur;sprudenm vang sudah ada
apabila ternyata putasan Péngadilari yang membebaskan Terdakwa itu merupakan
pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut,
permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran
yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan
bukan diddsarkan pada’ tidak terbuktinya suatu unisur perbuatan yang didakwakan,
atan apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dan segala
tuntutan hukum, atau ‘apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah
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melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai-hal ini-tidak diajukan sebagai
keberatan kasasi), Mabkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan
itu bukan merupakan pembebasan yang murni: harus menerima permohonan kasasi
tersebut :

*. Menimbang bahwa. keberatan-keberatan. kasasi, yang dlajukan oleh Pemohon
Kasasi pada pokoknya adalah, sebagat berikut : : s

© Bahwa permohonan: kasasi dari- kami- Jaksa Penuntut' Umum dalam perkara
atas nama terdakwa Syabril Sabirin tersebut telah disampaikan kepada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat Cq. Panitera’ Pengadilan Negeri: Jakarta Pusat di Jakarta pada
tanggal 12 September.2002 sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 20/
Akta Pid/PN.JET.PST, tanggal. 12: September 2002. SRR

Jadi permohonan kasasi tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sebagmmana
dimaksud oleh Undang-undang, mengingat Putusan. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Nomor : 78/Pid/2002/PT.DKI tanggal 12 Agustus 2U02 diberitahukan/disampaikan
kepada kami/J aksa Penuntut Umum melalui Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan
Tinggi Nomor : lllAkta Pid/2002/PN.JKT,PST tanggal 30 Agustus 2002.

Juga Memori Kasasi ini’kami serahkan melalui Pengadilan Negeri J akarta Pusat
di Jakarta pada. tanggal, 25 September 2002 yaltu sesuai dengan tenggang  wakitu
sebagaimana dimaksud. oleh undang-undang.. . :

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di Jakarta dalam mengad111 dan memutus
perkara tindak. pidana. korupsi.‘kasus Bank Bali” atas nama. terdakwa. Syahril
Sabirin dengan amar berbunyi.*Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala
dakwaan {vrijspraak)”,.adalah- merupakan putusan lepas dari tunfutan. hokom yang
terselubung oleh putusan bebas. Dengan kata lain menurut kulit atau bentuknya
mengandung pembebasan terdakwa, tetapi isi dan substansinya men gandung pelepasan
dari tuntatan hukuom {Bedekt ontslag van rechts vervolging). Hal itu terlihat dari
substansi pemmbangan yang mendasan pendapat Yudex Factie tersebut dibawah
imi. sebagm berikut :

1. Sikap terdakwa mengadakan Rapat Di[ﬁkSl Bank Indone‘;la yang dlhadm juga

- Pejabat BPPN dan: Urusan terkait pada tanggal 24 September. 1998, sebagai

pencerminan sikap hati-hati melalui prosedur yang berlaku di Bank Indonesia

sehingga hal tersebut menjadi transparan dan diketahui oleh pihak terkait.

. Demikian pula dengan sikap terdakwa beberapa kah memimpin rapat, berkaitan

. dengan klaim PT. Bank Bali, adalah mencan 3a1an keluar untuk dapatnya ; klaun
PT. Bank Bali blsa diproses..

2. -Bahwa veriftkasi dalam rangka untuk mengetahm kewa_]aran kebenaran dan
keabsahzm traﬁsaks: antara PT. Bank Bah dengan BDNI, telah dxlakukan oleh

. team (Bank Inclonesm) terhadap PT. Bank Bali dan dinyatakan tidak ada masalah
sedangkan terhadap BDNI karena dokumen tidak lengkap, oleh Bank Indonesia
telah diserahkan kepada BPPN yang bertanggung jawab karena statusnya
telah BTO (Bank Take Over), sehingga untuk menilainya sejauh mana klaim
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- boleh .dibayar..oleh. Bank  Indonesia .atas perintah BPEN adalah . kewenangan
- Pemerintah. Cq.. BPPN; karena. semua- permasalahan - verifikasi: dan konsiliasi
atas transaksi antara PT. Bank Bali dengan BDNI oleh Bank Indonesia telah

~ diserahkan kepada BPPN.

3. :Bahwa:sekalipun terdakwa telah mCHdISPOSISl surat BPPN Nomor PB 380/
-BPPN/0699 tanggal .1-.Juni 1999 .dengan -kata-kata . “Kepala. -UASP untuk
. dilaksanakan setelah dikoordinasikan: dengan Ibu Miranda, khususnya untuk
-mempertimbangkan target. moneter”, narnun: disposisi-tersebut. bukanlah final

.- karena harus dikonsultasikan dengan pejabat lain-dan.yang dijadikan dasar
....:pembayaran/pemindah-bukuan: melalui . rekening - BPPN .adalah surat BPPN
- Nomor .: PB-385/BPPN/0699 tanggal .1 Juni- 1999 yang 'ditujukan Jangsung
kepada Kepala Urusan Akunting dan Sistem,Pembayaran yang berwenang
untuk memproses pembayaran di Bank Indonesia. Karena masalah pembayaran
::merupakan tugas tehnis rutin- yang secara otomatls dllaksanakan oleh jajaran

* dibawah Gubernur atau Depun Gubernur Bank Indonesm -

4. Pembayaran klaim Bank Bali oleh Bank IndoneSIa merupakan suatn tmdakan
yang harus dﬂaksanakan sebaga1 Kasnr atau Bendahara Negara karena dlpermtah
oleh permhk rekemng yaitu BPPN -

Dari pertlmbangan-pemmbanoan tersebut dxatas dapat dmmpulkan bahwa menurut
Yudex Factie perbuatan yang d1dakwakan kepada terdakwa terbukti tetapx perbuatan
tersebut’ bukan ‘merupakan tindak pxdana Oleh sebab itu berdasarkan situasi dan
kondisi, ‘demi ‘hukum, keadﬂan dan kebenaran materiil adaIah ‘beralasan bag1 kami
Jaksa Penuntut Umum untuk mencrajukan i(asas1 terhadap Putusan Pengad;ian nggl
DKI Jakarta tersebut diatas. : : .

Berikut ini kaml akan kemukakan alasan alasan yang mendasan permohonan kasasr
tersebut seperti dlbawah int ya:tu

Cdra me'n.gédi'li tidak ..dila'ks'aﬁékah in.ehl.l.rut kéteﬁtﬁan_Uﬁdahé-Uﬁdé;ig. .
Yudex Factie' dalam ' memeriksa dan ‘mengadili perkara ini telah lalai meménuhi

syarat’yang dltentukan Undang-Undang yakm ketcntuan pasa1 197 ayat (I) huruf d
KUHAP.

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menentuhan surat putusan memuat

“Permnbangan yang dtsusun secara_ringkas:mengenai fakta dan: keadaan beserta
Alar pembuktian yvang diperoleh dan pemenksaan di szdang yang meiyadl dasar
penentuan kesalahan terdakwa. - T T S o

Penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d menyatakan :

“Yang dimaksud dengan fakta dan kédddan ialah segald apa Yang' ada dan apa
yang diketemukan oleh pihak dalam proses antara lain Penuntut Urnum, Saksi, Ahli,
Terdakwa, Penasihat Hukum dan Saksi- Korban”,.-. . : e
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Ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d:KUHAP beserta akibat hukumnya pada ayat
(2) pasal 197 KUHAP) ber]aku Juga bagi suml putusan bukan permdanaan sesuai
pasal 199 KUHAP.

Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP mewajibkan Hakim dalam mengambil
suatu keputusan harus sudah mempertimbangkan semua fakta yang meliputi
perkara tersebut. Semua fakta dan keadaan yang: terungkap dalam pemeriksaan
persidangan yang dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur tanpa kecuali harus
dipertimbangkan. Pemeriksaan dalam perkara pidana adalah untuk memperoleh
suatu kebenaran materiil maka untuk sampai pada kesimpulan suatu unsur delik
telah terbukti atau tidak, semua fakta yang berhubungan dengan unsur itu harus
sudah dipertimbangkan’ sesuai dengan hukum pembuktlan, jadi tanpa kecuah fakta
dan keadaan harus dipertimbangkan. EEE -

Apabila masih ada fakta dan keadaan yang dapat mempengaruhi pembuktian
unsur belum dlpertlmbangkan ‘menurut pasal 197 ﬁyat (2) KUHAP dapat dl_]acilkan
aiasan untuk membatalkan putusan.

Sejalan dengan ketentuan hukum yang dzkemukakan diatas, maka pertimbangan
hukum Yudex Factie terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan
sebagaimana tertuang dalam Surat Putasan Nomor 78/Pid/2002/PT.DKI, halaman
55 sampai dengan halaman 85 telah didasarkan pertimbangan hukum yang sangat
sumir, tidak obyektif dan tidak sempurna karena pertimbangannya lebih bamyak
memperhatikan faktor-fakior dan keadaan serta ‘saksi ahli yang meringankan,
termasuk argumen-argumen yang dikemukakan Penasihat Hukam maupun Terdakwa.
Sedangkan faktor dan keadaan yang dapat mempengamhl pembuktian unsur tindak
pidana yang dikemukakan pihak Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat hampir tidak mendapat penilaian dan dlpernmbangkan

Akibat cara mengadili tidak mengikuti cara yang ditentukan undang—undang
tersebut berakibat Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mendapatkan
pertimbangan yang semestinya dalam upaya mencari kebenaran materiil sebagaimana
diharuskan- hukum. Dengan' kata lain telah’ menyebabkan pula’ Yadex Factie salah
dalam penerapan hukum, pembuktian, (tidak memperhatikan kekuatan pembuktian
serta alat-alat bukti yang diperoleh di persidangan) salah menerapkan hukum yang
berlaku tentang Program Penjaminan Pemerintah Keppres No. 26 Tahun 1998 tanggal
26 Januari 1998, Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 28/KMK.017/1998
tanggal 28 Januari beserta Petunjuk Pelaksanaannya dalam Surat Keputusan Bersama
Direksi Bank Indonesia dan ketua BPPN (SKB I) Nomor : 30/270/KEP/DIR dan
1/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998, SKB Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN
(SKB II) Nomor 32146/KEP/DIR dan 181/BPPN/0599 tanggal 14 Mei 1999 seperti
tersebut dibawah ini :

a. Pertimbangan Unsur Melawan Hukum. .

Dalam pertimbangan Yudex Factic menyatakan. unsur melawan hukum tidak
terbukti pada terdakwa karena didasarkan pertimbangan : -
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a.l. Tindakan- terdakwa mengadakan‘dan memimpin-Rapat ‘Direksi Bank
-+ -Indonesia tanggal 24 September 1998 yang'dihadiri Pejabat BPPN dan
Urusan terkait adalah mencerminkan sikap hati-hati dan melalui prosedur
yang berlaku di Bank Indonesia sehingga hal tersebut menjadi transparan

. dan diketahui oleh pihak terkait. . .

Terdakwa tidak menyalahi prosedur dalam tidak memproses permohonan
. -team pemberesan BDNIL.

- a.2. Pembayaran klaim PT. Bank Bali dilakukan atas Surat Perintah membayar
BPPN Nomor : PB-385/BFPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang difnjukan
kepada Kepala. UASP dan merupakan penjelasan dan surat Nomor :
PB 380/BPPN/0699 tanggal I Juni 1999, karena sebelumnya Menteri
Kenangan dalam suratnya Nomor : SR-176/MEK.01/1999 tanggal 31 Mei
1999 kepada Gubernur Bank Indonesia, meminta Bank Indonesia membuka
rekening Nomor: 502.000.002 dengan nama Bendaharawan Umum Negara
Dalam Rangka Penjaminan sehubungan diterbitkannya utang pemerintah
(obligasi) sebesar Rp. 53.779.000.000.000,-. sebagai jaminan terhadap
kewajiban Bank Umum dan BPR yang telah dibekukan. Surat tersebut
membenkan otonsam kepada ‘BPPN untuk ‘meridebetkan rekening dalam
rangka penjaminan sesuai Keppres Nomor 26 Tahun 1998.

a.3. Sekalipun terdakwa telah mendisposisi surat _BPPN Nomoer : PB-380/
BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 dengan kata : “Kepala UASP untuk
dilaksanakan, setelah dikordinasikan dengan Ibu Miranda, khususnya
- -untik mempertimbangkan target moneter”, hal itu tidak dapat dijadikan
landasan kurang hati-hatinya ‘terdakwa, sebab saksi Miranda belum
didengar di depan persidangan:perihal hasil konsultasi mengenai target
moneter. Terlebih pembayaran/pemindah-bukuan. didasarkan surat Nomor
.+ PB-385/BPPN/06SS tanggal 1 Juni 1999 yang ditujukan kepada Kepala
.. UASP (Urusan Akunting dan Sistem Pembayaran). Masalah pembayaran
... merupakan tugas tehnis rutin yang secara .otomatis dilaksanakan oleh
_jajaran dibawah Gubernur/Deputy Gubernur sesuai prosedur tetap (Protap)
yang berlaku di Bank Indonesia.

a4, . Terhadap. verifikasi terhadap PT. Bank .Bali telah dﬁakukan oleh team
dan dinyatakan tidak ada masalah, sedangkan terhadap BDNI karena
-dokumenriya tidak lengkap, oleh Bank Indonesia:telah diserahkan kepada
BFPN karena statusnya telah BTO (Bank Take Over) dan telah diadakan
konsiliasi oleh BPPN..

Ad.a.I. Penafsiran dan pendapat Yudex Factie mengenai tajuan Rapat

Dircksi Bank Indonesia pada tanggal 24 September 1998 tersebut diatas
merupakan penafsiran yang keliru dan tidak lengkap, tidak utah baik mengenai
tujuan mavpun hasilnya terhadap Rapat Direksi tanggal 24 September 1998
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- tersebut.: Kesalahan mana-terjadi karena Yudex Factie kurang memperhatikan
dengan obyektip. terhadap alat-alat bukti yang terungkap dalam pemerlkqaan
di s;dang yaitu: - :

—"  Alat-bukti Surat Rx‘salah Rapat Direksi Bank Endonesm Nomor : 31.00,08
tanggal 24 September 1998 halaman 13 sampzu deng,an 16 tentang Program
- Penjaminan. o . _

Pada halaman 14 Risalah Rapat Direksi Bank Indonesia tercantum klarifikasi
- - terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia dan’ Pemimpin
... Rapat sebagat berikut. : :

“Sdr. Gubernur mengklar ifikasi proses penjaminan tersebut, vaitu dan
kiaim yang masuk akan diadakan verifikasi oleh Bank Indonesia, kemudian
apabila klaim tersebut dapat diterima, maka akan dtberztahukcm kepada
BPPN untuk mendapatkan otorisasi pembaya:an

Co— o Alat bukti keterangan’ sak51 :
IR Bambang Subianto/Mantan Menteri Keuangan RI

Dalam Prog: am Penjamman, Bank Indonesia yaug melakukan verifikasi
berdasarkan peramran per undang undangan chk Indoneszaa sebagai
Pengawa? Bank.

| _: —.. Iwan R. Prawxranata/Mantan Dlrek51 Bank Indonesaa dan Ketua
 BPPN:

. Venﬁkas; ddakukan wztuk mengetahm kewajamn dan kebenar an klaim
dan pemeriksaan itu dilakukan oleh Bank Indonesia,

c—-.Glenn M. Yusuf/Mantan Ketua BPPN:

Tugas verifikasi klaim dilakukan oleh Bank Indonesia sebab mereka
mempunyaz kemampuan untuk melakukan’ verifikasi karena tugas
pengawasan bank berada ditangan Bank Indonesia, sedangkan BPPN
disamping kekurangan tenaga, juga tidak mempunyai kemampuan
seperti halnya dengan Bank Indonesia. Tugas BPPN menerima kaim
dan melakukan pembayaran berdasarkan verifikasi Bank Indonesia.

*" — ' Erman Munzxr/Kepala Urusan Pengaturan dan Pengembangan Bank
 (UPPB) Pembagian tugas' penanganan Program Penjaminan antara
" Bank' Indonesia ‘dengan BPPN yaitu Bank Indonesm berperan
‘membantu melakukan verifikasi.

—  Alat bukti surat BPPN Nomor : SNEOO/PBIIIIQQ tzinggal 18 Pebruari 1999
kepada Bank Indonesia U.p. Kepala UPPB meminta dilakukan verifikasi
- terhadap Bank Bali; BDNI dan-BUN untuk menilai kebenaran, kewajaran

= ...dan keabsahan transaksi. _ ; .
~Dan alat-alat pembuktiar surat dan saksi tersebut dlatas dapat dibuktikan dan
memberi petunjuk bahwa rapat'Direksi Bank Indonesia dengan Pejabat BPPN
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«dan ‘Urusan terkait pada:tanggal 24 -September :1998 :diatur ‘pembagian ‘tugas
antara Bank Indonesia dengaﬂ BPPN mengenal pelaksanaan Program Penjaminan
- yaitu : . ” A _

= . Bank’ Indonema bertugas ‘mélakukan veriﬁka& da]am rangka memlai
¢+ “kebenaran: kewajaran dan keabsahan transaksi: perbankan

= BPPN bertugas menerima klaam dan meiakukan pernbayaran berdasarkan
o _'venﬁkasx Bank’ Indonesm - '

.'—'___'_:'Bank Indonesm tldak akan membentahu BPPN untuk melakukan
. pembayaran .apabila_berdasarkan hasil venfikas; oleh. Bank Indonesm
'dlketahui kiaxm tldak memenuha persyaratan Program Pen;amman

_.Dalam pe]aksanaan Program Pen]amman kegiatan verifikasi berikut hasﬂnya
;sangat menentukan pntuk memastikan - dapat tidaknya atau:sah.tidaknya

- suatu. tagihan/klaim yang berasal dari transaksi perbankan untuk dlbayar oleh
Pemerintah. : :

‘Pasal -4 Surat Keputusan Menter} Keuangan RI Nomor 26/KMK 017/ 1998

: tanggal 28 Pebruari 1998 dan SKB Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN

- Nomor 30/270/KEP/DIR .dan . 1/BPPN/1998 tanggal :6: Maret 1998 (SKB I)

.. maupun SKB Direksi Bank Indones:a -dan - Ketua. BPPN_Nomor : .32/KEP/

‘DIR .dan :181/BPPN/]999 tanggal 14 Mez 1999 pada: 11.2.e.. menentukan :

. “Pemerintah.tidak menjamin pembayaran terhadap kewajiban-kewajiban:dana

. diperoleh dengan cara yang berbeda dengan cara Praktek»Pmktek Perbankan

. yang sehat atau kewajiban kepada nasabah/kreditur yang tidak bevitikad baik”.

.+ Dengan kata-lain kewajiban yang timbul: dari.transaksi: perbankan yang tidak

... sehat atan bertentangan dengan prms:p Prudential Bankmg, tidak akan dijamm
--oleh Pemerintah.:. P TR ST F

Untuk dapat memperoieh suatu kepastxan mengenai kcwajlban transaksi

....perbankan (transaksi Swap BDNI dengan PT, Bank Bali) telah diperoleh dengan

cara praktek. perbankan yang sehat atau tidak: dapat .diketahui melalui proses

- verifikasi {(verifikasi on site),: yaitu diadakan pemeﬂksaan langsung baik pada
. PT. Bank Bali_ (kreditur) dan BDNI (debitur).. . .

- Bank ‘Indonesia dalam’ fungsinya -sebagai - Pengawas Bank menrut - undang-
undang adalah institusi yang paling berwenang menentukan statu’ transaksi
berdasarkan praktek perbankan yang sehat atau tidak, Rekonsiliasi tidak termasuk

- sarana untuk dapat menilai suatu transaksi dliakukan menurut praktek perbankan

"yang sehat atau tidak, tetapi hanya untuk mengetahm atan mencocokkan
nilai atau jumlah transaksi. Oleh sebab ltu Yudex Factie telah keliru dalam

- memberikan penilaian alat’ pembuktian yan0 tez*muat dalam’ pertlmbangannya
‘pada halaman 67 dan 71 Surat'Putusanyaitu': Waiaupun venﬁkam terhadap
BDNI belum dilakukan (Bank Trdonesia) Karena dokumen tidak lengkap, namun

" karena masalah verifikasi dan Konsiliasi atas transaksi’ yang' dibuat PT. Bank

* Bali dengan BDNI, telah diserahkan Bank Indonesia képada BPPN, maka yang
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berwenang menilainya (transaksi) sebelum . memerintahkan Bank :Indonesia
untuk melakukan pembayaran, adalah BPPN. ' :

Dengan pendapatnya tersebut berarti Yudex Factie telah salah menilai aturan
hukum pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun
1992 tentang Perbankan yang pada pokoknya menentukan Pembinaan dan
Pengawasan Perbankan bukan oleh Bank Indonesia. Demikian pula telah salab
memberi penilaian terhadap isi surat pembuktian dalam Risalah Rapat Direksi
Bank Indonesia tanggal 24 September 1998 yang memuat : “Verifikasi akan
dilakukan oleh Bank Indonesia dan bila dari hasil verifikasi klaim dinyatakan
dapat diterima (sudah diperoleh kepastian klaim yang diajukan diperoleh dengan
cara praktek perbankan yang sehat) maka Bank Indonesia akan memberitahukan
‘kepada BPPN untuk- dilakukan pembayaran™. Sebaliknya apabila-dari hasil
verifikasi ternyata klaim tidak dapat diterima karena dilakukan dengan cara
praktek perbankan yang tidak sehat maka Bank Indonesia akan memberitahukan
BPPN: bahwa klaim tidak dapat. diterima; dan tidak dilakukan pembayaran.

Masalah verifikasi tidak dapat diserahkan Bank Indonesia kepada BPPN
" karena selain BPPN bukan sebagai institusi yang diberi kewenangan untuk
"memeriksa’ dan mengawasi: kegiatan usaha bank, juga tidak mempunyai
kemampuan untuk melakukan verifikasi; (keterangan Glenn M. Yusuf selaku
- Ketua BPPN). Dengan demikian walaupun verifikasi oleh Team UpmBl Bank
Indonesia terhadap PT. Bank Bali menyatakan tidak ada masalah, tidaklah
berarti verifikasi untuk menilai kewajaran, kebenaran dan keabsahan transaksi
antara PT. Bank Bali dengan BDNI telah dapat diperoleh. Oleh sebab itu Tim
UpmBl pada kesimpulannya memonya Nomor : 31/02/UPPB/Rahasia tanggal
26 Pebruari 1999 menyatakan masih dlperlukan penektlan yang mendalam
pada BDNIL : :

Sejalan dengan itu dari alat pembuktian saksi Abdu] Basit, R. Qody Rushendra,
" NY. Elvina Simatupang, Guntar Kumala dan:Dragono Lisan dan Pengawasan
" Bank dan UPPB Bank Indonesia serta Ahli Drs. Hadi dan BPKP menerangkan

bahwa untuk dapat memperoleh gambaran yang untuk mengenai kewajaran

dari kebenaran transaksi, harus dilakukan pemeriksaan (venﬁkas:) terhadap
. PT. Bank Bah dan BDNI. :

Dari uraian ter'sebut diatas adalah keliru pendapat Yudex Factie bahwa
terhadap verifikasi yang belum tuntas dilakukan Bank indonesm dapat diserahkan
kepada BPPN untuk melanjutkan verifikasi.

Sikap. terdakwa yang tetap membiarkan terkirimnya surat Bank Indonema
Nomor 31/1658/UPPB/Adp tanggal 22 Maret 1999 kepada BPPN yang isinya
menyerahkan masalah verifikasi terhadap BDNI yang belum tuntas. (selesai)
- untuk ditindak lanjuti, merupakan tindakan-tindakan yang dikategorikan
sebagai tidak layak dan tidak hati-hati (prudential banking), sehingga dapat
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-dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal

* 1'ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.:Ad. 2-dan’3 Tentang

pendapat dan penafsiran Yudex Factie -baliwa pembayaran klaim PT. Bank

... Bali oleh Bank-Indonesia pada tanggal 1 Juni 1999 berdasarkan surat BPPN

- Nomor 385/BPPN/Q699 tanggal 1.Juni 1999 yang ditujukan langsung kepada

Kepala UASP (Urusan Akunting dan: Sistim Pembayaran). Walaupun terdakwa

. telah memberikan disposisi surat BPPN Nomor : PB 380/BPN/0699 tanggal 1

- Juni 1999 kepada Kepala UASP. dengan kala-kala ; untuk dilaksanakan setelah

dikordinasikan dengan Ibn Miranda, khususnya untuk mempertimbangkan target

. moneter; tidak dapat dijadikan landasan kurang hati-hati terdakwa karena Miranda

belum pernah didengar tentang hasil konsultasinya sehubungan diposisi terdakwa

tersebut diatas. adalah yang didasarkan pada kesalahan dalam. menerapkan

ukum pembuknan karena tidak memperrzmbangkan secara obyektif fakta-fakta

. yang merupakan pemnjubpeturquk yang kuat adanya sikap yang kurang hati-

hatinya terdakwa menyebabkan terbayamya klaim PT. Bank Bali secara tidak

layak (ber tentangan dengan ketentuan Program Peryamman Pemerintah vide

o SK Menteri Keuangan Nomor : 28/KMK. 017/1998 tanggal 28 Januari 1998

* dan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN (SK
D tanggal 6 Maret 1998, SKB 1 tanggal 14 Mel 1999). -

Kesalahan Yudex Factie dalam menerapkan hukum pembuktxan adalah sebagai
: berikut :
‘= Lalai -dan tidak”cérmat mepenimbangkan'- Secara' ut'uh" ‘dan -sempurna
terhadap isi redaksi surat BPPN-Nomor : PB-385/BPPN/0699. Pada bagian
~ “pada awal surat tercantum kalimat - “MemmjuL surat kami Nomor : PB-
"+ 380/BPPN/AG99 tanggal 1-Juni-1999 ... Lol untuk a’apat meryadx Jelas
maka dengan ini kami harapkan ............ dst i :

— ¢ Lalai mencérmati alat-pembuktian yang diperoleh:dari keterangan saksi
- -'Pande-N.: Lubis/Wakil Ketua:BPPN, yang pada pokoknya menerangkan
- bahwa -surat ‘BPPN Nomor ;" PB-385/0699 tanggal ‘1 Juni 1999 bukan
merubah surat Nomor '+ PB-380/BPPN/0699 tetapi merupakan Penjelasan
tambahan atas surat Nomor : PB-380/BPPN/0699.

- Surat PB-385 memberikan penjelasan‘tambahaiy mengenai-nomor rekening
yang akan didebet (502.000.002) .dan" dikredit- {R/K~523.013.000) serta
- melengkapi persyaratan jumlah Pejabat BPPN yarig harus menanda tangani
- surat yaitu harus ‘2 (dua) orang Pejabat, sedangkan surat -PB-380 hanya
: ditanda’tangani seorang pejabat: (Farid Haryanto/Wakil Ketua BPPN).

~* Apabila Yudec Factie teliti dan cermat dalam menilai redaksi surat BPPN

© " Nomor PB-385 yang isinya mienunjuk surat’ BPPN No. 380 tanggal yang

sama. Dari redaksi itu hariss diartikan bahwa surat Nomor PB<385 itu tidak

" berdiri sendiri melainkan menipunyai korelasi dengan surat PB-380, yang
“satu denganlainnya menipakan satu kesatuan yang tidak terpisakan.
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Substansi kedua surat: tersebut tidak berbeda yaitu mengenai permintaan
BPPN kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran klaim PT.
Bank Bali sebesar Rp. 904.642.428.369,-.

Mengapa surat BPPN Nomor : BP-385 ditujukan langsung kepada Kepala
UASP, bukan kepada- terdakwa, karena surat No. PB-380 merupakan
induknya sedangkan surat No. PB-385 hanya menjelaskan dan melengkapi

- surat No. PB-380 yang' lebih ‘dahulu diterima Bank Indonesia dan telah

mendapat disposisi dari terdakwa. Dengan demikian adalah wajar bila surat
No. PB-385 dikirim langsung ‘kepada Kepala' UASP sebagai pelaksana
pembayaran, terlebih lagi- terhadap’ surat No.: PB 380 sudah mendapat
rekomendasi terdakwa untuk dilaksanakan. :

" Yudex Factie telah membuat pertimbangan Ya_ng tidak konsisten dan

saling bertentangan satu dengan lainnya mengenai adanya hubungan surat
BPPN Nomor : PB-380 dengan Nomor : PB-385 yaitu pada halaman 64
Surat Putusan menyatakan bahwa pembayaran klaim Bank Bali atas surat
perintah membayar oleh BPPN (Cq. Pande N: Lubis) berdasarkan surat
BPPN Nomor : PB- 385/BPPN/O699 tanggal 1 Juni 1999 yang ditujukan
kepada Kepala UASP yang merupakan penjelasan dan surat Nomor :
PB-380/BPPN/0GI9 tanggal | Juni 1999 (tertulis tanggal 11 Juni 1999),
selanjutnya pada halaman 66 surat putusan Yudex Factic berpendapat
bahwa sangat sulit kalau rekomendasi terdakwa pada surat Nomor : PB
380/BPPN/0699 dijadikan landasan kurang hati-hatinya terdakwa karena
hasil- konsultasi dengan Ibu Miranda untuk mempertimbangkan target
moneter belum didengar dan.ditegaskan- pembayaran/pemindah-bukuan
melalui rekening BPPN didasarkan pada surat Nomeor : PB-385/BPPN/0699
tanggal 1 Juni 1999.

Dengan pertimbangan Yudex Factie bahwa surat BPPN Nomor : PB-385
merupakan penjelasan dan surat Nomor : PB-380 menandakan Yudex Factie

- mengakui bahwa surat Nomor : PB-385 tersebut tidak berdiri sendiri tetapi

mempunyai hubungan dengan surat Nomor : PB-380.

Kalau sikap kurang hati-hatinya terdakwa divkur dari kenyataan karena
Ibu Miranda belum didengar untuk memastikan target moneter dari dasar
pembayaran adalah surat Nomor : PB-385 berarti Yudex Factie telah
mengenyampingkan prinsip kebenaran materil dalam proses persidangan
perkara pidana, karena hanya melihat kebenaran formilnya saja. Sikap kurang
hati-hatinya terdakwa harus dinilai dari perbuatannya memberikan disposisi

kepada Kepala UASP untuk melakukan pembayaran terhadap klaim PT.

Bank Bali, dimana sebelumnya telah mcngetahui verifikasi belum dilakukan.
Sikap. inilah yang menentukan tidak patutnya terdakwa ditinjau dari sudut
pandang prudential banking. Masalah belum didengarnya Ibu Miranda,
sebelum membayar klaim PT. Bank Bali merupakan tanggung jawab Kepala
UASP (Desmi Demas) yang mendapat perintah dari terdakwa.
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+ = Yudex-Factie mengabaikan petunjuk yang diperoleh dari-alat pembuktian

- keterangan ' saksi- Desmi Defmas -bahwa untik ‘mempertimbangkan target

“moneter sesuai ‘digposisi terdakwa, Desmi- Demas telah menghubungi Ibu

" Miranda hamun tidak ‘berhasil. Masalah target moneter-telah diketahui

‘Tarmidan’Sitorus/Wakil ‘Kepala: Urusan- Operasi ‘Pengendalian Moneter

- - yang merupakan ‘bawahan Thu' Miranda-yang menangani ‘target moneter

- karena. yang . bersangkutan .ikut dalam rapat ‘tentang- pembukuan Surat

-+ 'Hutang .Pemerintah :sebesar:Rp. . 53.itrilyun . (BAP saksi . Desmi Demas

-tanggal 19 Juni 2000, Nomor.: 30, 32 dan 33, yang dibenarkan saksi
dalam pemerlksaan persidangan).-

~ - Apabila petunjuk. tersebut: diatas dlperhatzkan A dlpertambangkan dengan

.. sendirinya akan berpendapat. bahwa rekomendasi . atau idisposisi terdakwa

pada surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 jelas

.. mempunyai hubungan dengan dlbayamya klaim PT. Bank Bali pada tanggal
1 Juni 1999.

Rahwa berdasarkan seluruh uraian yang, dxkemukakan diatas, nampak
' '_:_'dengan Jelas bahwa dengan cara mengadll: perkara ini tiddk dilaksanakan
" ‘menurut ketentuan Undang-undang yaitu tidak memperhankan secara obyektip
alat-alat’ pembuknan yang diperoleh” dalam per31dangan menyebabkan pula
Yudex Factie telali salah menafsirkait nhsur melawan hukum pasal 1 ayat (1)
sitb ‘a dan Undang-Undang: Nomor 3 Tahun ' 1971.
* ‘Dalam surat putusannya pada halaman 56 sampai- dengan 58 Yudex Factie dapat
~‘menyetujii pendapat Pengadilan ' Negeri- Jakarta ‘Pusat méngenai pengertian
“melawan hukum yaitu; pengertian melawan hukum yang dianut Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1971 adalah melawan hukum dalamt arti fuas (melawan hukum
dalam arti formil dan:materiil}. . i
-Dan melawan hukum -dalam arti: formll dan materll tersebm maka perbuatan
.tercela yang menurut- perasaan dan keadilan masyarakat harus dituntut dan
dipidana. Melawan hukum dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut
tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila :perbuatan
tersebut dlanggap tercela dan tidak sesuvai dengan rasa keadiian atau norma-
' norma kehidupan .sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat
.dipidana, : -

Sehubungan dengan pendapat Yudex Facue mengenai pengeman melawan
hokum -dalam tindak -pidana-korupsi :yang: dikemukakan diatas, maka perln
~dikemukakan fakta dan faktor yang dapat dljadlkaﬂ landasan. terbuktmya unsur
melawan hukum sebagai berikut : S -

e Pembay'lran Klaim PT. Bank Bali terhadap kewapban BDNI melalui suata

v+ proses yang cukup panjang yang dilakikan dan'‘tahun 1998 sampai 1 Juni

1999, Proses tersebut- dilakuka#* Bank ‘Indonesia ‘oersama—sama dengan
BPPN yang terlihat dari aktifitas-akeifitas: yakni < o
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— Bulan Qktober 1998 Bank.Indonesia: melakukan verifikasi off site
- untuk menelili persyaratan administratif terhadap pendaftaran pelaporan

- Tim Pemberesan BDNI atas kewajibannya . kepada PT. Bank Bali.
hasilnya. Bank Indonesia menyatakan klaim tidak dapat diproses

- pembayarannya karena tidak sesuai dengan ketentuan SKB Direksi
- Bank Indonesia dan Ketua BPPN tanggal 6 Maret 1998 (SKB I).

- Tanggal ‘5 Pebroari 1999 terdakwa memimpin rapat Direksi Bank
Indonesia kemudian Bank Indonesia dan BPPN memanggil kembali
Bank-bank Debitur, Bank-bank Debitur yang klaimnya belum terbayar,
supaya dapat diketahui permasalahannya.

—  Tanggal 8 dan 11 Pebruari 1999 diadakan pertemuan antara pejabat

Bank Indonesia; BPPN dan Bank Bali sebagal pelaksanaan Rapat
Direksi tanggal 5 Pebruari 1999. -

—  Tanggal 16 dan 17 Pebruari 1999 bertempat di kantor BPPN, diadakan
pertemuan antara pejabat Bank Indonesia, BPPN dan Bank Bali.

—  Tanggal 18 Pebruari 1999 BPPN (Pande N. Lubis) mengirim surat
Nomor : §-100/PB/11/99 kepada Bank Indonesia (Erman Munzir) yang
meminta Bank Indonusia melakukan verifikasi untuk mengetahui/
memastikan kebenaran, kelayakan dan keabsahan transaksi yang
diadakan PT. Bank Bali dengan BDNI dan BUN.

- Bank Indonesia mengirim surat Nomor : 31/1658/UPPB/AdP tanggal
22 Maret 1999 tentang hasil verifikasi yang dilakukan terhadap BDNI,
BUN dan Bank Tiara atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali,
sekaligus meminta BPPN menindak lanjuti verifikasi yang belum
tuntas dilakukan.

—  Tanggal 1 Juni 1999 Bank Indonesia melakukan pembayaran klaim
PT. Bank Bali sebesar Rp. 904.642.428.369,- memenuhi surat BPPN
Nomor : P8-380 dan PB-385, waiaupun venﬁkam belum selesai

> dilakukan.

“Bahwa pada kenyataannya kasus pembayaran klaim PT. Bank Bali beserta

penggunaan dana setelah klaim dibayar Pemerintah telah mendapat
reaksi keras dari masyarakat secara Nasional karena telah mengusik
dan melukat rasa keadilan yang ada di masyarakat sehingga mendapat
respons dari DPR-RI dengan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) untuk

- mengadakan penyelidikan kasus Bank Bali sesuai dengan Kepatusan DPR-

RI Nomor : 6/DPR-RI/1/1999-2000 tanggal 6 September: 1999 Kenyataan
ini menunjukkan bahwa kasus Bank Bali tersebut yang dibayar Bank
Indonesia bersama BPPN, telah melukai rasa keadilan masyarakat karena
menganggap. klaim PT. Bank Bali tidak layak dibayar oleh Pemerintah.
Fakta ini menurut pengertian Undang-Undang Nomor 3 Tahun: 1971 sebagai
perbuatan melawan hukum.
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_—. . Bahwa peranan terdakwa yang tidak:patut karena menyalahi hukum prinsip
-kehati hatian: bank..sampai d;bayarnya kiaim Bank Bali pada tanggal 1
- Juni..1999:adalah .;

2 Tanggal 26 Maret 1999 terdakwa mendapat Iaporan dan Erman Munzier
.- melalui memorandum tanggal 26 Maret 1999 perihal : Laporan hasil
_verifikasi PT. Bank Bali dengan lampiran surat Bank Indonesia Nomor
- 131/1658/UPPB/AdP tanggal 22 Maret 1999 yang ditujukan kepada
-+ BPPN, surat Bank. Indonesia tersebut, memberitahukan pemeriksaan
dalam rangka verifikasi terhadap BDNI (Debitur) tidak dapat dilakukan
oleh karena dokumen tidak lengkap dan meminta BPPN menindak
. .]an;utmya dalam arti memberi kemungkinan -dibayarnya klaim PT.

- Bank.Bali.

Lo 'Seharusnya terdakwa selaku lepman Bank Indonesia menurut
' prinsip kehati’hatian (Prudencial Banking) ‘dan kepatutan harus
‘memerintahkan bawahannya (Erman Munzier) untuk tidak mengirim,
... setidak-tidaknya menarik atau meralat surat Bank Indonesia Nomor :
& . -31/1658/UPPR/AAP tertanggal 22 Maret 1999, karena sejalan dengan
.. klarifikasi terdakwa dalam Rapat Direksi Bank Indonesia tanggal 24
- September 1998, verifikasi dilakukan Bank Indonesia dan dari hasil
verifikasi ity menentukan: diterima. atan tidaknya kiaim. Tindakan
untuk menyerahkan permasalahan verifikasi kepada BPPN adalah tidak
layak/tidak patut karena BPPN tidak -mempunyai kewenangan dan
_kemampuan tehnis untuk. menilai kewajaran dan kebenaran transaksi
“Bank Bali dengan BDNIL Seanciamva BPPN mempunyai kemampuan
melakukan verifikasi dan tidak ada keputusan Rapat Direksi Bank
- langgal 24 September 1998, BPPN tidak. akan mengirim surat No.
... S-100/PB/BPPN/99 meminta Bank Indonesia melakukan verifikasi atas
- transaksi perbankan. yang dilakukan PT. Bank Bali dengan BDNI.

Tindakan terdakwa tersebut dapat dlkrlterlakan sebaga: perbuatan melawan
hukum menurut pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1971 h
- Pembayaran klazm PT. Bank Bali terkalt dengan dlSpOSlSl/rekomenda81

terdakwa kepada Kepala UASP pada surat BPPN Nomor : PB- 380/

BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999.

' Perbuatan lain dati terdakwa > yang ‘tidak memperhatlkan prinsip kehati-
hatian sebagai hukum yang harus ditaati bagi institusi perbankan dapat
diperoleh pula dari petunjuk alat pembuktian :.

e Surat Menteri Kenangan Nomor : SR-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei
1999 kepada Gubeiriur Bank Indonesia barn diterima Bank Indonesia
~ pada tanggal 1 Juni 1999 siang (sekitar pukw 11-12 WIB).*
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@ o=t Isi surat'meminta ‘Bank: Indonesia: untuk’ membuka rekening Nomor
© °502.000.002 dengan nama" Bendaharawan Umum ‘Negara Dalam
Rangka Penjaminan dan menguasakan kepada BPPN untuk melakukan

. pendebetan/pembayaran atas beban rekening Nomor -502.000.002.

—  Terdakwa mengetahui bahwa rekening Nomor :* 502.000.002 yang
©'baru-dibuka schubungan dengan surat Menteri ‘Keuangan Nomor :
'SR-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 .dan baru diterima pada
tanggal 1 Juni 1999 siang, seharusnya dapat menduga bahwa ketika
*." surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN/0699 tanggal- 1" Juni 1999 yang
ditanda tangani Farid -Haryanto dalam kedudukannya selaku Wakil
Ketua' BPPN, bahwa Farid Haryanto tersebut:belum mendapat
pendelegasian wewenang dari Ketua BPPN (Glenn M. Yusuf) untuk
menanda tangani Surat Permintaan Pendebetan atas rekening Nomor
: 502.000.002 sehubungan dengan . cutinya Ketua BPPN Glenn M.
Yusuf dan tanggal 18 Mei 1999 sampai dengan 3 Juni 1999.

— Adanya pendelegasian tugas wewenang Ketua BPPN (Glenn M. Yusuf)
kepada Wakil Ketua Farid Haryanto dilakukan sebelum adanya Surat
Kuasa Umum dari Menteri Kevangan kepada BPPN (Ketua BPPN)
tertanggal 31 Mei 1999, sehingga pendelegasian’ wewenang tersebut
tidak termasuk: untuk melakukan pendebetan atas rekening Nomor :
302.000.002. - : :

- Penegasan bahwa Farid Haryanto dan Pande N. Lubis, juga berhak

 untuk menanda tangani Surat Permintaan Pendebetan Rekening atas

_nama Bendaharawan Umum Negara Nomor : 502. 000. 002 dalam rangka

' penjamman Pemerintah baru ada berdasarkan Surat Ketua BPPN Nomor

"t PB-349/BPPN/0799 tanggai 8 Juli 1999 kepada Bank Indonesia. Ini

' menun}ukkan bahwa untuk ‘melakukan pendebetan rekening Nomor

502.000.002 Pande N. Lubis dan Farid Haryanto harus mendapat
penunjukkan dari Ketua BPPN (Glenn M. Yusuf).

—  Berdasarkan petun}uk dari alat pembuknan tersebut diatas, Yudex Factie
memutus unsur melawan hukum pada diri terdakwa terbukti dan oleh
sebab itu putusan Yudex Factie mengenm unsur melawan hukum harus
dibatalkan.’

b. Tentang Unsur melakukan perbuatan merﬂperkaya dixi sendm atau orang
lain atau suatu badan.

Kami (Pemohon Kasasi) sependapat dengan pengertian yang diberikan Yudex
Factie tentang. perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan
dalam tindak pidana korupsi didasarkan pada bukti bahwa secara pasti seseorang
yang didakwa: melakukan. tindak pidana korupsi. atau orang lain atau suatu badan
memperoleh sejumlah uang atau harta benda dan perbuatan melawan hukum.
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. Selanjutnya -menurnt - Yudex Factie bahwa. unsur melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan tidak terbukti berdasarkan
pertimbangan .

b.1..PT. Bank Bali mempunyai tagihan pada BDNI yang belum dxhayar

b.2. -Bank .Indonesia berdasarkan  Surat Menteri -Keuangan tanggal 31 Mei 1999
‘Nomor: SR=176/MK.01/1999 -membuka rekening - nomor 1+ 502.000.002 " atas:
'nama Bendahanawan: Umum Negara Dalam Rangka Penjamman sebesar
Rp.53.779.000.000.000,-.

b.3. Dengan surat BPPN nomor : PB-385/BPPN/0699 Bank Indonesia diperintah
membayar klaim PT. Bank Bali sebesar Rp. 904.642.428.369.- yang berasal dari
uang milik Pemerintah berdasarkan Keppres Nomor 26 Tahun 1998 Jo. SK Menteri
Keuangan R.I. Nomor 28/KMK.017/1998, yang dalam hal ini setelah uang yang

. menjadi-hak dari PT.:Bank Bali yang. wajib dibayar oleh BPPN sebagai badan
yang ditugasi menyelesaikan masalah BDNE: (Bank: Take Over). .

b.4. Adalah wajar bagi Bank Indonesia untuk.melakukan pembayaran klaim PT.
_Bank Bali .apabila ada perintah pengeluaran vang.dari pemiliknya (BPPN).

Keberatan Pemohon Kasasn :

Yudex Factle telah salah menerapl\an hukum yang ber]aku daiam Program Penj aminan-
sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 28 Tahun 1998 yang persyaratan dan tata
caranya diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor
28/KMK. 017/1998 serta Petunjuk Pelaksanaannya dlatur dengan Surat Keputusan
Bersama DII’GkS} Bank Indonesza dan Ketua BPPN masmg—maqmg

—  Nomor MARKERDE tanggal 6 Maret 1998

I/BPPN/1990
- Nomor tanggal E4 Men 1999

DHGIKERDIR
181/BPPN/05S9

Untuk menentukan apakah pembayaran klalm atas PT Bank Bah oleh bank
Indonesia atas permintaan BPPN dalam rangka Penjaminan Pemierintah pada dakwaan
telah sesuai atau tidak dengan persyaratannya haruslah sesuai dinilai secara obyektil
dar fakta dan keadaan yang dapat mempengaruhl aiat pembuknan berdasarkan hasil
persidangan. :

Baik BPPN maupun Bank Indonesia dalam me]akqanakan aktlﬁtas Program
Penjaminan Pemierintah terkait dengan ketcntuamketentuan tersebut dlatas dimana
salah satu ketentian yang diatur dalam Pasal 4.

Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. dan Surat Keputusan Bersama Dll‘ekSI Bank
Indonesia dan Ketua BPPN (11.2. €) menetapkan

Pemerintah tidak menjamin pembayaran atas kewa]zbamkewapban yang
diperoleh secara_bertentangan dengan prakrek perbankan yang sehat atau
kewajzban Lepada nasabah/kreduur yang ndak bermkad baik.
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Untuk" memastikan - transaksi ‘perbankan yang dilakukan: PT. Bank ‘Bali dengan

BDNI telah dilakukan- berdasarkan praktek perbankan:yang sehat harus dﬂakukan
verifikasi oleh Bank Indonesia.

Pada uraian unsur melawan hokum telah dibuktikan bahwa verifikasi vnatuk
memperoleh kepastian hukum- transaksi perbankan PT. Bank Bali. dengan BDNI
adalah wajar menurut transaksi perbankan, benar dan sah tidak dapat dituntaskan
karena dokumen transaksi di BDNI tidak. lengkap. Hal itu diketahui terdakwa
berdasarkan laproan Erman Munzir/Kepala UPPB. :

Dengan belum tuntasnya verifikasi tersebut berarti klaim PT. Bank Bali belum dapat
dibayar sesuai dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah.

Bahwa “terdakwa, walaupun mengetahui verifikasi belum tuntas dilakukan, tetap
memerintahkan Kepala UASP untuk membayar klaim PT. Bank Bali dengan jalan
memberikan disposisi pada surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN/(699 tanggai 1 Juni
1999 (untuk lebih jelasnya lihat uraian vnsur Melawan Hukum). :

Berdasarkan hal-hal yang-dikemukakan diatas, pendapat Yudex Factie bahwa
unsur memperkaya diri sendiri atau- orang lain atau-suatu badan tidak terbukti
adalah keliru sebab berdasaran alat-alat bukti keterangan saksi-saksi, ahli dan surat,
terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu badan sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 1 ayat
(1) sub a Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971, :

e. Unsur Secara Langsung atau tldak lansung meruglkan keuangan negara
atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya
bahwa perbuatan tersebut meruglkan keuangan negara atau pereiionomlan
negara. :

Yudex Factie dalam pertimbangannya menyatakaﬁ bahwa unsur tersebut diatas
tidak terbukti pada pokoknya didasarkan pada pertimbangan :

- c.l. Uang yang dibayarkan oleh: Bank Indonesia. kepada PT. Bank Bali adalah
.. uang yang dialokasikan kepada Bank Indonesia. ...
Berdasarkan . Surat. Menteri Keuangan Nomor : SR- I76/MK 01/1999
tanggal 31 Mei 1999 dengan rekening nomor : 502.000.002 sebesar
Rp.53.779.000.000.000,-

¢.2. Bank Indonesm melakukan pembayzuan berdasarkan permtah BPPN (Surat
Nomor : PB-385/BPPN/0699) yang telah mendapat kuasa dari Menteri
Keuangan. Jadi karena perintah tersebut datangnya dari pemilik uang,
tidak ada alasan Bank Indonesia untuk menolak atau tidak membayar
klaim PT. Bank Bali sebesar' Rp.904.642.428.369, -,

¢.3. Sejash mana yang boleh dibayarkan bank oleh Bank Inclonesm atas
perintah BPPN adalah kewenamun BPPN untuk menilainya, I{arena semua
permasalahan verifikasi dan konsiliasi atas transaksi yang dimuat antara
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:PT.Bank Bali dengan BDNI oleh Bank Indonesia terlah diserahkan kepada
BPPN.

¢4 - Dana yang dibayarkan oleh Bank Indoensia atas. permtah BPPN diambil

- dari rekening nomor 502.000.002 adalah wewenang Klaim dari: plhak PT.
.Bank Bali. .

Keheratan Pemohon Kasasi :

) _'_Bahwa dana yang dlgunakan unituk membayar kIa1m PT Bank Bah bersumber

dan rekenmg nomor 502.000.002 dengan nama Bendaharawan Umum Negara
Untuk Obligasi Dalam Rangka Penjaminan.

Sesuai dengan surat Menteri Keunangan Nomor : SR-176/MK.01/99 tanggal
31 Mei 1999 perihal Surat kuasa umum dalam’ rangka pembayaran jaminan

“eocpemerintah’ terhadap kewajiban’ bank, dijelaskan bahwa : dana‘yang ditampung
'+ .dalam! rekening nomor’ 502.000. 002 sebesar ‘Rp:-53. 779 000 000. OOO berasai
fordatt pencrbltan Surat Hutang -Pemierintah; -+

‘Déngan demikian dapat dibukukan bahwa' uang yang dlgnnakan untuk membayar
L Kklaim PT Bank Bah scbesar Rp 9(}4 642 428, 369 “adalah’ uang negara

:Bahwa layak atau tldaknya kfa}m PT. Bank Bah tersebut chbayar dengan uang
..Negara . berdasarkan Program Penjamman Pcmermtah telah diuraikan pada
_pembahasan unsur meiawau hukum. .

::Oleh sebab itu pendapat Yudex Faxtie bahwa unsur kemglan negara tldak terbuktl

adalah kekeliruan karena didasarkan pada penerapan. hukum .pembuktian yang

tidak benar, karena kurang: .seksama- dan. obyektif mempertimbangkan .unsur

- Unsur turnt Serta melakukan

Yudex Factie dalam mempertimbangannya unsur ini, difokuskan képada

pengeluaran uang/pemmdahbukuan oleh Bank Indonesua untuk klalm dari PT.
'Bank Bali,

" Berkaitan dengan ity dalam pertlmbangannya dmyatakan bahwa unsur turut

serta melakukan t]dak terbuktl berdasarkan hal- hal sebaga: benkut

4 Beberapa rapat yang dip;mpm terdakwa berkanan dcngan klaim PT. Bank

_ Bali dilakukan daiam rangka mencari Jalan ke}uar untuk dapatnya klaim
PT. Bank Bali blsa dlproses karena terhambat dengan persyaratan dalam
SKB L

42 'K]aim PT. Bank Bah baru dapat dlproses tanggal I Jum 1999 sete]ah SKB1

dlmbah ‘menjadi SKB 1, yang sesuai dengan, Keputusan Menten Keuangan
R.I. Nomor : 28/KMKI.017/1998° tanggal 28 Januari 1998 dlmzma kreditur
boleh mengajukan klaim dan setelah adanya Surat Menteri Keuangan
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-tanggal 31 Mei 1999 Nomor : SR-176/MK.01/1999 yang ditujukan kepada
Gubernur Bank Indonesia.

d.3. Dibayarnya klaim PT. Bank Bali berdasarkan Surat Perintah BPPN Nomor:
PB-385/BPPN/0699 vang ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia,
surat mana telah didisposisi terdakwa dengan kata : Kepala UASP untuk
dilaksanakan setelah dikoordinasikan dengan Ibu Miranda khususnya untuk
mempertimbangkan targer moneter.

d.4. Selama pemeriksaan terdakwa di Pengadilan tzdak temyata ka]au terdakwa

pemah bertemu dengan Rudy Ramli, Pande N. Lubis, sebelum dibayarnya
klaim PT. Bank Bali selesai sebesar Rp. 904, 642A28.369

* Keberatan Pemohon Kasasi :

Yudex Factie telah keliru menerapkan hukum dengan pendapatnya bahwa untuk
adanya turut serta melakukan (Mede dader Menurut Doktrin, orang lain yang
turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelakn, manakala
menunjukkan tentang adanya kerja sama secara phisik untuk melakukan suatu
perbuatan, kerja sama secara phisik itu didasarkan pada kesadaran bahwa mereka
itz melakukan suatu kerja sama, Dengan kata lain untuk adanya mede dader schap
itu didasarkan adanya physieke samenwerking dan bewuste samenwerking”.
Mengenai bewuste samenwerking tidaklah perlu bahwa kerja sama itu dilakukan
berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi

" cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa

474

perbuatan itu bekerja sama (Prof: Mr. D. Simouns, dalam bukunya Leerboek Van
het Nederland Strafrecht halaman 303-329, dikutip dari buku Hukum Pidana
Indonesia, Drs. PAF. Lamintang, SH, C. Djisman Samosir, SH, Penerbit Sinar
Bare Bandung, halaman 39).

Demikian pula dari beberapa yurisprudensi tentang turut serta melakukan,

yaitu : '

—  Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan
secara bersama-sama melakukan serta perbuatan yang dapat dihukum,
sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak ada
dapat dicapai (ELR. 29 Juni 1936, 1936 No. 1047) '

—  Untuk turut serta melakukan cilsyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai
opzet dan pengetahuan yang ditentukan, haruslah diselidiki dan terbukti
bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pcngetahuan dan keinginan untuk
melakukan kejahatan itu (HR. 17 Mei 1943, 1943 No. 576).

- Pada perbuatan—perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara

bersama sama oleh beberapa orang maka setiap orang diantara mereka
ikut bcrtanggung jawab dari perbuatan peserta yang lain (HR 24 Juni
1935, W.12875).
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—  Apabila perbuatan tiap-tiap peserta atau salah satu seorang dari peserta
itu telah .menyebabkan. timbulnya kekerasan, maka peserta yang tidak
melakukan semua perbuatan dianggap juga sebagai turut serta melakukan
kejahatan tersebut (H.R. & April 1934, N.J. 1934, 1048, W. 12756).

Bahwa berdasarkan pengertian tentang turut serta melakukan menurut
~Doktrin dan Yunsprudenm tersebut diatas dapat diketahui bahwa seseorang
dapat dikatakan telah turut serta melakukan kejahatan, tidaklah ditentukan
bahwa orang yang bekerja sama itu sebelumnya didabului saat pertemuan, tetapi
didasarkan masing-masing pesefta itu mempunyal pengetahuan dan keinginan
untuk bekerja sama.

Bahwa sesual dengan Surat Dakwaan, terdakwa’' Syahril Sabirin bersama-

sama dengan Pande N. Lubis, Erman Munzir, Rudi Ramli dan seterusnya secara

- ‘melawan hukum telah memproses dan membayar ‘klaim PT. Bank Bali dengan

Program Penjaminan Pemerintah yang diketahui bertentangan dengan ketentuan
Program Penjaminan Pemerintah itu sendiri, - -

Yudex Factie telah salah mencrapkan hukum yang “berlaku mengena1
ketentuan Program Pen}amman Pemerintah dengan pendapatnya bahwa klaim
PT. Bank Bali baru dapat diproses pada tanggal 1 Juni 1999 setelah dirubahnya
Surat Kepitusan Bersama Direksi Bark Indonesia dan Ketua BPPN tanggal 6
Maret 1998 (SKB T) menjadi SKB I tanggal 14 Me: 1999 dimana kredltur
dapat mengajukan klaim.

Disamping itu pembayaran Klaim PT. Bank Bali dilakitkan pada tanggal 1 Juni
1999 berdasarkan Surat Perintah BPPN Nomor : PB-285/BPPN/0699 kepada
Kepala UASP setelah adanya surat Menteri Keuangan tanggal 31 Mei 1999
Nomor : SR 136/MK.01/1999 kepada Gubernur Bank Indonesia,

Penafsiran Yudex Factie tentang klaim PT. Bank Bali baru dapat diproses
pada tanggal 1 Juni 1999 merupakan penaf51ran yang keliru tentang ketentuan
Program Penjamman Pemerintah berdasarkan alasan sebagai berikut :

a. Pasal 23 SK Menteri Keuangan Nomor : 36/KMK. 017/1998 dan SKB
Direksi Bank Indonesia dan Ketua PPN tanggal 6 Maret 1998 maupun
tanggal 14 Mei 1999 (SKB I dan SKB II), Pada 111.3 huruf a. b.l. 2
menyatakan: “Kewajiban yang dijamin harus didaftarkan terlebih dahulu
kepada BPPN", o

b. . Pasal 4 SK Menteri Keuangan tanggal 28 Januari 1998 dan 11.2 huruf
e SKB Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN menentukan bahwa :
“Jenis-jenis kewajiban bank yang dijamin pembayarannya olehh Pemerintah
adalah kewajiban yang diperoleh dengan cara menurut praktek perbankan

. yang sehat”.
Saksi Dragono Lisan, Erman Munm Adnan Djuanda dan Bank Inclones1a
Glenn M. Yusuf, Pande N. Lubis dan BPPN, Bambang Subianto (mantan
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‘Menteri- Keuangan), menyatakan: untuk- menilai- dan- mengetahui suatu
transaksi perbankan telah dilakukan dengan cara praktek perbankan yang
- sehat- harus: melahui verifikast oleh Bank Indonesia. . 7

c. Pembayaran klaim dapat dilakukan oleh BPPN apabila menurut verifikasi
Bank Indonesia menyatakan klaim dapat diterima.

Berdasarkan tersebut pada’a; b dan c diatas dapat disimpulkan untuk
dapatnya dibayar suatu kialm {klaim PT. Bank Bali} harus melalui tahapan
kcgiatan '

L Pendaftaran klaim kewapban kepada BPPN.
2. Verifikasi transaksi oleh Bank Indonesia.
. 3. .. Pembayaran oleh BPPN. .

. . Dengdn memperhaukan hal-hal yang dikemukakan diatas berarti pendapat
. Yudex Factie tentang klaim PT. Bank Bali baru dapat diproses. tepatnya pada
tanggal 1 Juni 1999, adalah keliru karena yang terjadi pada tanggal 1 Juni
1999 yang berhubungan dengan masalah pembayaran yang merupakan salah
_satu rangka:an kegiatan dalam proses pen_]armnan pemerintah.

_Dcmlklan pula Yudex Factle telah kelira menerapkan hukum pcmbuktxan degan

. berpendapat klaim PT. Bank Bali baru dapat diproses setelah SKB 1 tanggal 6
Maret 1998 dirubah menjadi SKB 11 tanggal 14 Mei 1999, yang membolehkan
kreditur (PT. Bank Bali) mengajukan klaim.

. Berdasarkan keterangan saksi Rudy Ramli, Firman Soet]ahja Pande N.
Lubis, Erman Munzir, Dragono Lisan, Edi Siswanto dan alat bukti surat PT.
Bank Bali No. ref: 021/CL/02/99 tanggal 12 Pebruari 1999, PT. Bank Bali
meminta BPPN membantu menyelesaikan tagihannya terhadap BDNI, BUN dan
Bank Tiara yang belum terbayar. Setelah diadakan pertemuan, antara pejabat
PT. Bank Bali, BPPN dan Bank Indonesaa di kantor BPPN pada tanggal 16
‘dan 17 Pebruam 1999, BPPN mengirim surat No. S- 100/PB/BP?N/99 tanggal
18 Pebruari 1999 kepada Erman Munmr/KepaIa 'UPPB meminta dilakukan

' pemeriksaan atas transaks1 transaksi yang terjadi-pada BDNI dan BUN untuk
menilai kebenaran dan- kewajarannya. Surat tersebut kemudian ditindak lanjuti

" Erman Munzir dengan membuat memo kepada’ UPmBI dan I}PmBz untuk
melakukan verifikasi;

Dari fakta alat pembuktian tersebut diatas memberi petunjuk'bahwa proses
untuk PT. Bank Bali dengan Program Penjaminan Pemerintah telah dilakukan
~ sejak tanggal 12 Pebruari yaitu sejak PT. Bank Bali mengirim surat No. Ref-
" 021/CL/02/99 tanggal 12 Pebruari 1999 yang terus ditindak lanjuti dengan surat
BI No. S-100/PB/BPPN/99 tanggal 18 Pebruari 1999 kepada Bank Indonesia
untuk dilakukan verifikasi. Pada tanggal-tanggal tersebut diatas belum ada
SKB II tanggal 14 Mei. 1999 Berarti: ketika itn masih berlaku SKB 1 tanggaI

6 Maret 1998,
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Adanya kerja sama terdakwa dalam memproses sampai terbayarnya klaim

PT. Bank Bali pada tanggal 1 Juni 1999 sebesar Rp. 904.642.428.369,- dapat
. dibuktikan berdasarkan aktifitas terdakwa sebagai berikut :

. Tanggal 5 Pebruari 1999 terdakwa memimpin Rapat Direksi Bank Indonesia
.- kemudian memerintahkan UPPB dan BPPN memanggil kreditur dan debitur
~untuk mengetahni dan menyelesaikan klaim-yang belum terbayar.

Tanggal 8 Pebruari 1999 terdakwa mendapat laporan dari Erman Munzir

tentang hasil penemuan Bank Indonesia dengan BPPN dan PT. Bank Bali,
“bahwa klaim PT. Bank Bali tetap tidak dapat diproses dengan Program

Penjaminan Pemerintah.

Tanggal 26 Maret 1999 terdakwa mendapat laporan dan Erman Munzir bahwa
Bank Indonesia telah melakukan pemeriksaan terhadap Kklaim BDNI, BUN,
Bank Tiara atas kewajiban terhadap PT. Bank Bali memenuhi permintaan
BPPN untuk menilai kebenaran dan kewajaran’ transaksi. Verifikasi pada
debitur BDNI belum tuntas karena.dokumen tidak lengkap..: -

Dalam surat memo tanggal 26 Maret 1999 dilampirkan surat Bank Indonesia

* No. 31/1658/UPPB/AdP tanggal 22 Maret 1999 kepada BPPN yang antara

lain memuat hasil verifikasi Bank Debitur (BDNI) yang:-belum funtas dan

mengarahkan BPPN mengambil langkah dan tindakan selanjutnya untuk

menyelesaikan proses pembayaran: klaim PT. Bank Bali.: -

Dan laporan Erman Munzir tanggal 26 Maret 1999 terdakwa mengetahui
bahwa verifikasi terhadap Bank BDNI-belum tuntas-dilakukan-sehingga
belum dapat dipastikan apakah transaksi antara PT. Bank Bali dengan

. BDNI adalah benar dan wajar dﬂakukan berdasarkan praktek perbankan

yang sehat. Dengan dermklan mengacu pada keputusan Rapat Direksi
Bank Indonesia yang dihadiri pejabat BPPN tangga] 24 September 1998
klaim PT. Bank Bali tersebut diberitahukan kepada BPPN untuk ditolak
pembayarannya, Namun demikian terdakwa tetap menyetujut -dikirimnya
surat Bank Indonesia No. 31/1658/UPPB/AdP. tanggal 22 Maret 1999
yang isinya antara lain mengharapkan BPPN mengambﬂ langkah proses
pembayaran klaim PT. Bank Bali.

Tanggal 1 Juni 1999 Pande N. Lubis rnembawa surat BPPN No. PB-
380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang dmgukan kepada Gubernur
Bank Indonesia yang intinya meminia agar klaim Bank Bali dibayarkan
sebesar Rp. 904.642.428.369,-

Terdakwa setelah menerima surat tersebut langsung memberikan disposisi

“Kepala UASP untuk dilaksanakan setelah dikoordinasikan dengan Ibu

' Miranda khususnya wntuk mempertimbangkan Target Moneter”.

Berdasarkan keterangan Edi Siswanto dan Adnan_Dguanda surat BPPN
No. PB-38(0/BPPN/0699 yarg telah didisposisi terdakwa dikirim kepada
Desmi Demas/Kepala UASP melalui Faks di ruangan Sekrétariat Gubernur
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.

Bank Indonesia dan hasilnya menyusul dibawa sendiri olch kedua orang
tersebut untuk diserahkan kepada Desmi Demas,

— . Terdakwa seharusnya tidak memerintahkan Desmi Demas untuk melakukan
pembayaran klaim PT. Bank Bali karena mengetahui verifikasi belum
tuntas. Berdasarkan petunjuk yang diperoleh alat-alat pembuktian diatas,
unsur turut serta melakukan menurut hukum pembuktian harus dinyatakan
telah terbukti.

Jadi pendapat Yudex Factie menyatakan unsur turat serta mclakukan tidak
terbukti harus dibatalkan, karena salah menerapkan hukum pembuktian.

Unsur Perbuatan Berjanjut.

Yudex Factie menyatakan perbuatan berlanjut tidak terbukti pada pokoknya
didasarkan pertimbangan :

e.1. Perbuatan terdakwa yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana adalah
disposisi terdakwa atas surat BPPN No. PB-380/BPPN/0699 tanggal 1
Juni 1999, padahal Bank Indonesia sudah menolak 8§ {delapan) kali klaim
PT. Bank Bali untuk diproses.

e.2. Klaim PT. Bank Bali barn dapat diproses tanggal 1 Juni 1999 berdasarkan
Surat Perintah BPPN No. PB-385/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999.

Keberatan Pemehon Kasasi ;-

' Scbagaimana telah dikemukakan pada uraian unsur furut serta uraian unsur
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turut serta melakukan diatas bahwa kegiatan yang dilakukan daIam memproses
pembayaran klaim dilakukan melalu tahapan tahapan

1. Tahap pendaftaran/peiaporan klaim.
2. Tahap penelitian.
Pada tahap im kegiatan yang dilakukan adalah :

2.1. Meneliti persyaratan tentang pelaporan/pendaftaran klaim (verifikasi
secara Off Site).

2.2. Penelitian tentang kewajaran dan kebenaran transaksx kla:m (verifikasi
on site).
2.3. Pembayaran.

3, Pada masing-masing tahapan dapat membawa konsekwens1 tidak diprosesnya
klaim apabila tidak memenuhi tahapan-tahapan dlmaksud Berdasarkan alat
pembuktian yang terungkap di permdangan dapat | dlketahm fakta-fakta
sebageu berikut
—  Pada Eanggaﬁ 3 Nopember 1998 terdakwa mendapat laporan dan

Direktur Bidang Perbankan (Subarjo Joyosumarto) bahwa klaim PT.
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Bank Bali telah ditolak untuk diproses lebih lanjut pembayarannya
karena tidak memenuhi persyaratan SKB I -tanggal 6 Maret 1998
(klaim terlambat didaftarkan).

—  Tanggal 8 Pebrari 1999 terdakwa mendapat laporan dari Erman
Munzir bahwa klaim PT. Bank Bali tidak memenuhi persyaratan
'unmk diproses dengan Program Penja.mman Pemerintah.

—  Tanggal 26 Maret 1999, Erman Munzir melaporkan kepada terdakwa
bahwa Bank Indonesia telah melakukan verifikasi atas klaim PT.
Bank Bali terhadap kewajiban BDNI, BUN dan Bank Tiara dimana

“+ dilaporkan bahwa verifikasi terhadap -debitur BDNI tidak dapat

- dituntaskan karena dokumen tidak lengkap. Kondisi demikian
seharnsnya klaim dinyatakan tidak dapat diterima. Kenyataannya
‘walaupun terdakwa mengetahui dalam’ surat Bank Indonesia kepada
BPPN No. 31/1658/UPPB/AdP tanggal 22 Maret 1998 yang isinya
antara lain mengharapkan BPPN mengambil langkah dan tindakan
untuk menyelesaikan proses, pembayaran klaim PT. Bank Bali,
_terdakwa selaku Pimpinan Bank Indonesia tidak memerintahkan Erman

-.Munzir untuk menarik atan meralat surat Bank Indonesia tersebut.
‘Hal demikian bahwa terdakwa telah mengabaikan prinsip yang berarti

. telah mengabazkan pula ketentuan mengenai program penjaminan
yang diatur dalam SK Menteri Keuangan No. 28/KMK/017/1998

" dan SKB Dnreksn Bank Indoriesia dan Ketua BPPN tanggal 6 Maret

1998 (SKB Ty dan SKB II tanggal 14 Mei 1999.

~  Tanggal 1 Juni 1999 terdakwa telah memberi perintah kepada Kepala

" "UASP untuk mielakukan pembayaran klaim PT. Bank Bali dengan
jalan memberikan disposisi pada surat BPPN No. PB-380/BPPN/0699
tanggal 1 Juni 1999 untuk dilaksanakan, walaupun terdakwa tahu
bahwa verifikasi terhadap transaksi yang dilakukan BDNI dan PT.
“Bank Bali belum tuntas dilakikan. Akibat disposisi tersebut setelah
surat BPPN No. PB-380/BPPN/0699 dilengkapi dengan surat BPPN

. No. PB-385/BPPN/0699, menyebabkan Kepala UASP (Desmi Demas)

* membayar klaim PT. Bank Bali pada tanggai 1 Juni 1999 sebesar
Rp. 904.642.428.369,-

" Bahwa dari urzil'ari-ur'auih“'t'ers‘:bﬁt' diatas harus dmya'tﬁkar:x unsur perbuatan
berlanjut dapat dibuktikan, sehmgga pendapat Yudex factie terhadap unsur ini harus
dinyatakan_ dlbatalkan .

. Berdasarkan alat-alat buktl yang sah daiam perkara ini yaltu keterangan sak31-
saksx, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan terdakwa telah terbukti
secara sah dan meyakinkan terdakwa Syahril Sabirin bersalah tentang perbuatan
yang didakwakan kepadanya pada Dakwaan Primair dan oleh karena itu ia terdakwa
harus dinyatakan beisalah dan dijatohi hokuman pidana.
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- Dengan mengingat pasal 244, 245,748,253 dan 255 KUHAP dan Yurisprudensi
tetap kami Jaksa Penuntut Umum memohon agar Ketua Mahkamah Agung RI
memutuskan : -

1. Menerima permohonan Kasasi ini.

2. Membatatkan Putusan Pengadilan T1ngg1 DK Jakarta No. 78/Pid/2002/PT.DKI
tanggal 12 Agustus 2002 atas nama terdakwa Syahril Sablrm

3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut

4. Menyatakan terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan Tindak
Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, sesnai
dengan Dakwaan Primair, dan oleh karena itu menghukum terdakwa dengan
pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi sepenuhnya dengan
selama terdakwa ditahan dan pidana denda sehesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh
juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

—  Menyatakan barang bukti berupa :

"= Uang tunai sebesar Rp. 546.468.544.738 - (lima ratus empat puluh
© epam mllyar empat ratus enam puluh delapan juta Jima ratus empat
puluh empat ribu tujub ratus tiga puluh delapan mplah)

' —  Uang tunai sebesar Rp. 28.756.550,- (dua puluh deiapan juta tujuh
~ raws lima pulub enam ribu lima ratus lima pu}uh rupiaty);

—  Barang bukti lain berupa _surat_:—surat sebagaxmana terlampir dalam
barang bukti.: Semuanya tetap dipertahankan penyitaannya untuk
dijadikan bukti dalam perkara lain.

—  Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar
-Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah}.

Yaitu sesuai déhgan tuntutan pidana kami se]éku Jaksa Penuntut Umum yang
dibacakan dalam persi_d_angan padz_z_h_a__ri:Rabu tqngg_al_ :3:1_ Oktober 2001

Menimbang terhadap alasan-alasan kasasi dar; Pemochon KasasﬂJ aksa Penuntut
Umum, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa dari fakta-fakta yang terbukti d:pers;dangan Eandakan ‘terdakwa selaku
Gubernur Bank Indonesia adalah dalam rangka melaksanakan tugas selaku kasir
negara atau kasir dari Pemerintah atau selaku pelaksana tata usaha rekening negara
yang berkewajiban untuk membayar in casu uang BPPN dalam rangka program
penjaminan pemerintah, dan pembayaran tersebut dilakukan atas perintah BPPN
yang dalam hal ini adalah wakil Ketua BPPN yaita Pande N. Lubis, atau dengan
kata lain di dalam kasus pembayaran program’ penjaminan pemerintah oleh Bank
Indonesia kepada BPPN Gubernur Bank Indonesia “tidak mempunyal wewanang
apa-apa, dan hanya selakun kasir Negara atan kasn‘ Pemerintah. -
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-« Bahwa alasan kasasi .dari-Pemohon :Kasasi I Jaksa-Penuntot Umum hanyalah
bersifat mengulangi pembuktian, dimana telah dibukiikan unsur bersama melakukan
(miedeplegen) tidak terbukti sehingga ursur utama’yaitu kerjasama yang disadari
(bewustesamen werking) tidak terpenuhi, schingga putusan Judex Factie/Pengadilan
Tinggi Jakarta ada merupakan putusan yang bebas murni.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah
Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan
bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena
Pemochon Kasasi tidak’ dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar
pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dai putusan bebas tersebut
dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian
yang sebenarnya bukanmerupakan alasan untuk meémohon-kasasi- terhadap putusan
bebas.

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang
pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan
Tinggi dengan telah melampani batas wewenangnya oleh karena itu permohonan
kasasi Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasasl 244 Undang-Undang Nomor 8
tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi tidak dapat diterima, maka
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara.

Memperhatikan Undang-Undang No.14 tahun 1970 jo Undang-Undang No.4
tahun 2004, Undang-Undang No: § tahun'1981 ddn Undang-Undang No. 14 tahun
1985 jo Undang-Undang No. 5 tahun 2004,

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Jakarta Pusat tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam, rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari KAMIS, tanggal 15 Juli 2004 oleh GERMAN HOEDIARTO SH, Ketua
Muda/Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
sidang, USMAN KARIM. SH, dan Prof. DR, PAULUS EFENDI LOTULONG SH,
Hakim-Hakim Anggota dan dincapkan dalam sidang vang terbuka untuk umum
pada hari Kamis, tanggal 23 September 2004, oleh Ketma sidang tersebut, dengan
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dihadiri oleh USMAN KARIM. SH, dan Prof. DR. PAULUS EFENDI LOTUL.ONG
SH, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Agus Subekti, SH Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum serta Termohon

Kasasi.

) :I;-Iakim—Ha.kim al_lggota; o o N Ketua
ttd. S T ©ud.
USMAN KARI.M,.SI'.I. GERMA.N:-HOEDI.ARTO, SH.
ted.

Prof. DR. PAULUS EFENDI LOTULONG, SH

Penitera Pengganti
ttd.
.. AGUS SUBEKTI, SH -
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